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ABSTRAK

Nama : Fitria Diah Ayu Permatasari
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Perlindungan HokBagi Nelayan Terhadap Pemenang

Lelang Yang Wanprestasi Pada Pelaksanaan Lelandlka
TPI Muara Angke, Kotamadya Jakarta Utara, Pro\inigi
Jakarta.

Tesis ini meneliti mengenai perlindungan hukum hagjayan terhadap pemenang
lelang pada pelaksanaan lelang ikan di Tempatdgah Ikan (TPI) Muara Angke
di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode paneluridis normatif dan
metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang lkardasarkan/endu Reglement
(VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualkamena pada pelaksanaan
lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabatniglaebagaimana lelang pada
umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan tujuan leldmn untuk kesejahteraan
nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPl Muaigka dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149umatR94 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Pelelangan lkan. Dalam pelaksdelasgy berdasarkan Peraturan
Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan indaeat beberapa perbedaan
dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan MerKeuangan Nomor:
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan LeRelgksanaan lelang ikan di
TPl Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahagamana tahapan-tahapan
tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang padannya tetapi terdapat beberapa
tahapan yang berbeda. Namun kenyataannya perliadumgkum terhadap nelayan
yang melakukan lelang ikan di TPl Muara Angke mdsihah, hal tersebut terlihat
dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikanTBi Muara Angke.
Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah alkayasebagai pemenang lelang
oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaranahi@tgng, tetapi ikan telah
diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan omumikb Untuk mengetahui
lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan [enmlengkaji secara yuridis
hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang ikampelaksanaan lelang menurut
peraturan yang berlaku. Lelang ikan di Jakarta saammengacu pada Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta NdM8r Tahun 1994 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan lkan. Dalaatupen tersebut pemerintah
daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutidlayam, karena itu diperlukan
peraturan baru yang telah disesuaikan dengan pbdyan jaman dan kebutuhan
pihak-pihak peserta lelang terutama nelayan pald&gmnaan lelang ikan.

Kata Kunci  : Perlindungan Hukum, Nelayan, LelanankTPI Muara Angke
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ABSTRACT

Name : Fitria Diah Ayu Permatasari
Program : Notary
Title : Legal Protecti&or Fisherman Against The Default At

Auction Winners On Auction Place Fish In Muara Aagk
Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

This thesis discusses about the legal protectionttfe fishermen to the winning
bidder at fish auction in the Muara Angke Fish AactPlace in North Jakarta, using
normative research methods and qualitative anamysitodsVendu Reglement (VR)
Article 49 stipulates that the fish auction is rmminducted before government
auctioneer. But the function and purpose of fislkctian is for the welfare of
fishermen therefore the fish auction in Muara Angkeh Auction Place is regulated
by the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 Rrocedures for
Implementation of the fish auction. In the auctmmsuant to the Governor of Jakarta
Decree about the fish auction there are some driifers with the auction according to
VR and Minister of Finance Regulation No. 93/PMKZIBL0 on Auction Guidelines.
Implementation of the fish auction at Muara AngkishFAuction Place done in
several stages. Every stages are implemented ascéion procedure in general but
there are several different stages. But in redliy legal protection of fishermen
joining fish auction at Muara Angke Fish Auctiona&® is still weak, it can be
concluded from the appearance of lack of paymentheffish auction at Muara
Angke Fish Auction Place. The reason is the buysesdnot immediately settle
auction price, but the fish have been delivereth®obuyer, in order to prevent the
fish from rotting. To find out more about the aoatiof fish this thesis examined the
relationship and differences of fish auction betwé®se aforementioned regulations.
Fish auction in Jakarta today refers to the Govwenialakarta Decree No. 149 of
1994 on Procedures for Implementation of the fis¢tian. This thesis concludes that
the local governments needs to revise the fishi@ucegulation in order to provide
more legal protection to fishermen.

Keywords: Legal Protection, Fishermen, Fish Auctibuara Angke Fish Auction
Place

viii

Perlindungan hukum..., Fitria Diah Ayu Permatasari, FHUI, 2011



DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL ...t i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... il
LEMBAR PENGESAHAN ..ottt eeae e e e iii
KATA PENGANTAR .ottt en ettt e e tatn e e aeanan e e e eesnmnans iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ......ccccooivviiiiinnnn. Vi
ABSTUE. WU ... "R SN T G ... ... Vil
Pk TR TR T o0 W iX
BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ............ccoooi i 1
1.2 POKOK Permasalanan .............oooiiiuuit st s s ee e e s s s 5
1.3 TUJUAN PENEIITIAN ...uuvteiiiitiaeiueiins i e e e e e eeeeeeeeeeeeeraseeesssneseeseessenannes 5
1.4 Metode Penelitian ..........cc.uuuiiiiiiiieeieee et a e e e ennee 5
1.5 Sistematika PenuliSaN ..........c.ioiiiiiiiiceeeeee i 6

BAB 2 PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TPI MUARA ANGKE
DITINJAU DARI PERATURAN LELANG DI INDONESIA

2.1 Tinjauan Tentang Jual Beli. ..., 8
2.2 Tinjauan Tentang Penjualan barang Melaluingla................................. 14
2.3 Tinjauan Tentang Lelang IKan.......... e 29
2.4 Tinjauan Tentang Koperasi Unit Desa (KUD).c.....ooooeeeieeeennen. 32
2.5 Tinjauan Tentang Dinas Perikanan Provinsi Ddldarta............................ 36
2.6 Pelaksanaan Lelang Ikan di TPl Muara ANQKE . .coooeeiiiiiiieieiiieieeee, 37

2.7 Analisis Terhadap Lelang Ikan Dihubungkan enkjetentuan Lelang
Yang Berlaku di INdONESIA..........ccuuuvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiii e 45

2.8 Perlindungan Hukum Bagi Penjual (Nelayan) @ddp Pemenang Lelang
YanQg WanPreSTASI. ..oeeeieieeee e s s e s e e e e e e e e e e e seeeenenenes 52

Perlindungan hukum..., Fitria Diah Ayu Permatasari, FHUI, 2011



BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN
3.1 SIMPUIAN... .. e 61

L2 - - 1 o 62

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

&S
S
Y,

<
¥

— —

Perlindungan hukum..., Fitria Diah Ayu Permatasari, FHUI, 2011



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perwujudan yang paling sederhana dalam usaha meunikdm dan
mensejahterakan rakyat adalah usaha untuk mencakup&ngan dan sandang.
Dalam bidang pangan antara lain termasuk usahaukepkan kebutuhan protein
hewani, salah satu contoh dari protein tersebulabd&an. Perairan merupakan
bagian terbesar wilayah Negara Republik IndonearaZbna Ekonomi Eksklusif
Indonesia yang mengandung sumber daya ikan yamggspatensial, mempunyai
arti, peranan dan manfaat yang sangat penting aebagglal dasar pembangunan
untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan daakikeuran rakyat. Dalam
rangka pelaksanaan pembangunan nasional, pengeklasber daya ikan perlu
dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan daemepataan dalam
pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan lasemgkerja dan
peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petann ikacil serta terbinanya
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yakgn meningkatkan
ketahanan nasiorfal

Sebagian besar perikanan laut di Indonesia adakatikgman rakyat
bermodal kecil atau lemah. Kegiatan penangkapan berlangsung di sekitar
pantai dengan menggunakan perahu layar. Kegiatarang&apan dengan
menggunakan perahu layar tersebut membutuhkan welty lama, sehingga
nelayan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk oednikannya mengingat
sifat dari ikan itu adalah mudah membusuk. Keadaesebut memaksa nelayan
untuk menjual hasil tangkapannya secepat mungheh karena itu diperlukan

suatu sarana yang dapat membantu untuk menjualtiragkapannya.

'IndonesidJndang-Undang Tentang Perikanai®No.9 Tahun 1985LN
No.22 Tahun 1984, TLN. No. 3274.

UNIVERSITAS INDONESIA
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Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah DaPBravinsi DKI Jakarta

membantu nelayan dengan cara menyediakan suatattiér@psaksi jual beli ikan

yaitu Tempat Pelelangan lkan, selanjutnya akan bdisedlengan TPI. TPI

merupakan salah satu yang berperan penting dalgmatie perikanan dan juga
merupakan salah satu penggerak dalam peningkatama udan kesejahteraan
nelayan.

Menurut sejarahnya pelelangan ikan telah di keegkstahun 1922, TPI
didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Da&eutama di Pulau Jawa,
dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari peraraiharga yang dilakukan
oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapakllarga yang layak dan
juga membantu nelayan dalam mengembangkan usah@aga.dasarnya sistem
dari pelelangan ikan adalah suatu pasar dengaensigérantara (dalam hal ini
adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dag parhak mendapatkan
ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Muangke merupakan salah satu
TPl di DKI Jakarta yang secara khusus menangarayagel kecil dan hasil
produksi ikan tradisional dari DKI Jakarta maupuariduar DKI Jakarta. TPI
pada hakekatnya merupakan pusat pengembangan ekgweikanan, yang
berfungsi antara lain menjualbelikan hasil lauttiyakan dengan cara yang
menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu balgiyaa adalah jaminan dapat
menjual ikan dengan waktu yang tepat dan dengagahgeng wajar serta
menerima pembayaran secara tunai sehingga tingkatlapatannya dapat
terjamin. Sedangkan bagi pembeli atau pedagang akktah adanya jaminan
memperoleh ikan dalam keadaan baik dengan timbayayamtepat.

Sampai dengan diberlakukannya otonomi daerah, aelmasih merupakan
komunitas masyarakat miskin dan lemah keadaan ekioya. Tujuan Tempat
Pelelangan Ikan yang semula didirikan semata-mateyah untuk kepentingan
nelayan dan koperasi perikanan dengan tujuan unal&paskan dari kemiskinan,
menjadi semakin berkembang menjadi sarana untukumegumb retribusi oleh
Pemda Tingkat I, Tingkat Il, dan sebagainya. Adaf@sarnya retribusi ini
bervariasi antara 5% sampai 13%enurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 1uma006 tentang Retribusi

Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagabgyaran atas jasa atau

UNIVERSITAS INDONESIA
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pemberian izin tertentu yang khusus disediakan adan/ diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi badanRetribusi dalam
pelelangan ikan adalah pungutan daerah sebagai gqyamam atas pelayanan
penyediaan fasilitas TPI termasuk jasa pelelangata qasilitas lainnya yang
dibangun di tempat pelelangan oleh Pemerintah Daanéuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Untuk pelaksanaan pelelangan maka Pemerintah Ddaerahinsi DKI
Jakarta menunjuk Dinas Perikanan dan Kelautan.Diexikanan dan Kelautan
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelelakgan i
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petaisd Pl; dan
3. Menetapkan persyaratan dan penggolongan kelas TPI.

Setiap TPI dipimpin oleh seorang Kepala Pelelangamg diangkat dari
lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi| Diakarta. Dalam
melaksanakan tugasnya, Kepala Pelelangan dibardb pktugas dermaga,
pengawas bongkar ikan, juru timbang, juru lelaragirk juru buku dan petugas
Kamtib dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dtelag Kawasan
Pendaratan lkan.

Secara struktural Kepala Pelelangan bertanggunghjadwepada Gubernur
dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Proviretaf operasional Kepala
Pelelangan bertanggung jawab kepada Pusat KopgdniisDesa yang berada di
Tingkat Provinsi yang selanjutnya dalam penulisasist ini disebut dengan
PUSKUD Mina Jaya, dan Koperasi Unit Desa yang lerdidTingkat Daerah
yang selanjutnya disebut dengan KUD Mina Baruna.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebilanjut mengenai
pelaksanaan lelang ikan di TPl Muara Angke, Jaké&itara, Provinsi DKI
Jakarta. Pelelangan ikan di TPl secara umum dapgamibarkan bahwa
pelaksanaan lelang ikan dimulai dengan melakukanggilempokkan dan
penimbangan ikan, pendaftaran bagi nelayan dan @lenpiengumuman lelang,
penawaran harga ikan, pembayaran harga lelang mdemenang lelang serta
penyerahan ikan. Pelaksanaan lelang menurut Pamatitenteri Keuangan

Nomor: 93/PMK.06/2010 dimulai dari permohonan lglapenentuan syarat,
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tempat dan waktu lelang, pengumuman, penentuantpeséang, pelaksanaan
penawaran lelang hingga diperoleh pemenang lelaang membayaran harga
lelang. Dalam pelaksanaan pelelangan ikan tersinoyata tidak sepenuhnya
sama dengan pelaksanaan lelang yang diatur meriResaturan Menteri

Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010. Perbedaan tersefanjutnya akan penulis
uraikan pada bab pembahasan.

Penulis juga ingin mengkaji mengenai adanya pentgralang yang
wanprestasi berkaitan dengan pembayaran hargald?ada dasarnya lelang ikan
harus dibayar oleh pembeli selaku pemenang lelecara tunai atau lunas setelah
pembeli dinyatakan sebagai pemenang lelang danjstlga nelayan atau TPI
akan menyerahkan ikan kepada pembeli. Dalam prajkéekpelaksanaan lelang
ikan yang terjadi berbeda dengan apa yang teladtagitan dalam Peraturan
Daerah Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Notd& Tahun 1994 yaitu
adanya pembeli yang tidak membayar secara lunaggmhalang atau menunda
pembayaran harga lelang, tetapi pembeli telah membarlebih dahulu ikan
yang dibelinya. Keadaan tersebut mengakibatkan yadarKekurangan
Pembayaran Lelang Ikan (KPLI) yang dapat merugikalayan, TPl dan KUD.
Padahal tujuan utama adanya TPI adalah untuk nansegkan nelayan.

Pembayaran harga lelang yang tidak tunai ini diskedra karena terbatasnya
modal pembeli dan karakter pembeli yang cenderwika snengutang di TPI.
Nelayan menginginkan penjualan ikannya dibayar ree¢anai, karena dana
tersebut sangat dibutuhkan nelayan untuk biaya aspmral penangkapan
berikutnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka Kldbgymembayarkan terlebih
dahulu hasil lelang kepada nelayan untuk biaya asp@nal penangkapan
berikutnya, dan KUD mendapat bantuan dana dari RU3kpabila dana yang
dimiliki oleh KUD tidak mencukupi.

Selain pembayaran harga lelang secara tidak tpe&langan ikan di luar
TPI juga merupakan hal yang sangat merugikan T&ra dapat menurunkan
pendapatan daerah. Menurut Pasal 16 Keputusan @ubepala DKI Jakarta
Nomor 149 Tahun 1994 telah diatur bahwa :“Pendidaing dilarang mengambil
sebagian atau seluruhnya ikan yang sudah dimasdkaempat pelelangan Ikan

untuk di lelang di tempat lain tanpa izin dari KigpBelelangan”.
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Penjualan ikan di luar TPl biasanya dilakukan ohgtayan yang terikat
perjanjian dengan pembeli, artinya bahwa nelayesebait telah meminjam uang
kepada pembeli untuk biaya operasional melaut ddagai konsekuensinya
nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya kepaémbeli yang
bersangkutan. Penjualan ikan di luar TPl terselapatl merugikan nelayan,
karena ikan dibeli dengan harga yang jauh lebihamdiari TPI.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diratdsa dalam penulisan
tesis ini penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUWKM BAGI
NELAYAN TERHADAP PEMENANG LELANG YANG WANPRESTASI
PADA PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TPl MUARA ANGKE,
KOTAMADYA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA".

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukalemulis tertarik
melakukan penelitian dengan fokus kepada permamalpbrmasalahan sebagai
berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan lelang ikan di TPl Muara Anglkakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan terhpdagenang lelang yang

wanprestasi ?

1.3. Tujuan Penditian
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan lelang ikadRli Muara Angke,
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum badgiayaea terhadap
pemenang lelang yang wanprestasi.

1.4. Metode Pendlitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapaka penelitian ini
merupakan penelitian hukum yang berbentuk yuridismatif yaitu penelitian
yang menekankan pada hukum positif Indonesia tertaorma tertulis seperti
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undang-undang, peraturan pemerintah dan perateramgang-undangan lainnya
serta doktrin hukum berupa pendapat dari parahaiidim.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dém skkunder. Data
tersebut diperoleh dengan menggunakan alat pendamplata berupa studi
kepustakaan dan wawancara kepada informan darMiara Angke dan Dinas
Perikanan. Studi kepustakaan yang dilakukan benmtujuntuk memperoleh
sumber hukum primer seperti Kitab Undang-undangurdulPerdata, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 Tentang PekuRglaksanaan Lelang,
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikatiaang-undang
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dantisgo Gubernur Kepala
Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1B&dtang Tata Cara
Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Selain itu juggpbesumber hukum sekunder
antara lain buku-buku, makalah-makalah, dan hasiefitian serta sumber hukum
tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Tipologi penelitian ini adalah evaluatif preskrfptehingga bentuk hasil
penelitian ini adalah evaluatif-preskriptif anadisiyaitu penelitian yang
memberikan penilaian terhadap permasalahan mengeri@mdungan hukum bagi
nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksamdamg likan di tempat
pelelangan ikan. Kemudian penelitian ini akan menkba jalan keluar berupa

saran. Metode analisis yang digunakan adalah ktiflit

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yéaigdeiraikan maka
sistematika penulisan penelitian ini terdiri dagat bab. Bab pertama adalah
pendahuluan yang terdiri dari lima sub-bab. Sub-lpgitama adalah latar
belakang yang menguraikan mengenai alasan-alasarkatadisi-kondisi yang
mendorong dilakukannya penelitian ini. Berdasarkeaian latar belakang yang
diberikan maka dirumuskanlah pokok permasalahaandgenelitian ini dalam
sub-bab kedua mengenai pokok permasalahan. Daokgmdkok permasalahan
dalam penelitian ini maka diketahui tujuan penatfityang diuraikan dalam sub-
bab ketiga. Selanjutnya adalah sub-bab metodolegelgian yang menjelaskan

mengenai bentuk penelitian ini, jenis data yangiaikan, alat pengumpulan data
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yang digunakan, bahan hukum yang digunakan, tipelp&an, metode analisis
data yang dipergunakan dan bentuk hasil penelittarb-bab terakhir adalah
sistematika penulisan yang menguraikan mengenainams penulisan dari
penelitian yang dilakukan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai pelaksaraag ikan di TPI
Muara angke ditinjau dari peraturan lelang di Inela. Pada bab kedua ini terdiri
dari delapan sub-bab. Sub-bab pertama menjelaslengenai jual beli pada
umumnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum RerHalu pada sub-bab
kedua menjelaskan mengenai prosedur penjualandanatalui lelang. Sub-bab
ketiga menjelaskan tentang tata cara lelang ikalanfutnya pada sub-bab
keempat menjelaskan tentang Koperasi Unit Desa. udean pada sub-bab
kelima menjelaskan tentang peran dan fungsi Dimak&han DKI Jakarta. Pada
sub-bab keenam menjelaskan mengenai pelaksanaary l&dan di TPl Muara
Angke. Lalu pada sub-bab ketujuh menjabarkan tentaralisis terhadap lelang
ikan dihubungkan dengan ketentuan lelang yang keda Indonesia. Kemudian
pada sub-bab terakhir yaitu sub-bab kedelapamnadjah mengenai perlindungan
hukum bagi penjual (nelayan) terhadap pemenangdsfang wanprestasi.

Bab ketiga sebagai bab penutup terdiri dari duakslt Sub-bab pertama
menguraikan simpulan dari penelitian ini sekaligmenjawab pokok-pokok
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian Sub-bab kedua
menjelaskan mengenai solusi yang diberikan darelgem ini dalam bentuk

saran-saran.
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BAB 2
PELAKSANAAN LELANG IKAN DI TPl MUARA ANGKE DITINJAU
DARI PERATURAN LELANG DI INDONESI A

2.1. Tinjauan Tentang Jual Beli
2.1.1. Pengertian Jual Bdli

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-UndanguiHuPerdata, yang
selanjutnya akan disingkat dengan KUH Perdata hddl8uatu persetujuan
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyakumenyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar hgagg telah dijanjikan.”
Berdasarkan pada rumusan yang diberikan terselpatt dilihat bahwa jual beli
merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahikemajiban atau perikatan
untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terugdalam bentuk
penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, pryerahan uang oleh
pembeli kepada penjual.

Menurut Subekti pengertian jual beli menurut Pak&7 KUH Perdata
tersebut kurang tepat, karena yang dimaksud pemgerdalam jual beli tidak
hanya bendanya saja, tetapi juga hak miliknya. Bubmeengartikan jual beli
adalah :

Suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihakgysatu (si penjual)

berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatuabgy sedang pihak yang

lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar hargeng terdiri atas

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hkik teisebut’

Berdasarkan definisi jual beli tersebut, dapat @ikei unsur-unsur pokok
perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Rgsja jual beli bersifat
konsensuil, maksudnya perjanjian jual beli itu sutljadi sejak saat tercapainya
kata sepakat antara para pihak mengenai barangatga, hal ini diatur dalam
Pasal 1458 KUH Perdata, yaitu :

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kededatb pihak, seketika
setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat terkabgndaan tersebut

> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. Jual Beli. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), hal.7.
*R. Subekti. Aneka Perjanjian. cet.10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal.1.
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dan harganya, meskipun kebendaan itu belum disanamkaupun harganya

belum dibayaf.

Selain sifat konsensuil, perjanjian jual beli jugarsifat obligator, artinya
bahwa perjanjian itu baru menimbulkan hak dan kiéaaj bagi para pihak,
belum memindahkan hak milik, hal ini diatur dalaetdntuan Pasal 1459 KUH
Perdata, yaitu: “Hak milik atas barang yang dijtidéklah berpindah kepada si
pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan roerRasal 612, 613 dan
616.”

2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) sygati :

2.1.2.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan lkeehendak 2
(dua) atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai ygng mereka kehendaki
untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakakagan harus dilaksanakan
dan siapa yang harus melaksanakan.

2.1.2.2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan dan kewenangan untuk bertindak dalamnhutkatur dalam
pasal 1329 KUH Perdata sampai Pasal 1331 KUH RerdRdsal 1329 KUH
Perdata menyatakan bahwa: “Setiap orang adalahpcakduk membuat
perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undangkidinyatakan tidak cakag.”

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang-gaamgtidak cakap
untuk membuat perjanjian adalah :

a) Anak yang belum dewasa,;

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti
dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1458.

>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti
dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1459.

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti
dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1329.
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c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang tuikam Undang-
Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh g+diastang
dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

2.1.2.3. Mengenai suatu hal tertentu;
Mengenai hal tertentu diatur dalam Pasal 1332 Ki@rtl&a sampai dengan
Pasal 1334 KUH Perdata.
KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu dengemberikan
rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokolame&n berupa suatu
kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisniaaklah menjadi
halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, as@ gimlah itu
kemudian dapat ditentukan atau dihiting.

2.1.2.4. Adanya sebab yang halal.

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 KUH Peaftiagga Pasal 1337
KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan dmal8uatu perjanjian
tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena subab sgang palsu atau yang
terlarang, tidaklah mempunyai kekuafan.

Syarat adanya kesepakatan dan kecakapan merupalah subyektif suatu
perjanjian. Apabila salah satu syarat subyektitigak dipenuhi, maka perjanjian
tersebut dapat dibatalkan. Syarat mengenai hantertdan sebab yang halal
merupakan syarat obyektif suatu perjanjian. Apagaliah satu syarat obyektif ini
tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demkiun?.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli
Dengan adanya kesepakatan antara pihak penjuapelabeli mengenai
harga dan barang, maka timbullah hak dan kewajizgi para pihak. Adapun

hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut adalah :

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti
dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1333.

8Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti
dan Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 1335.

° Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 93.
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2.1.3.1. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak yang paling utama dari seorang penjual adalamumtut harga
pembayaran atas barang yang telah diserahkan kegeadbeli. Hak ini dapat
disimpulkan dari ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata.

Sesuai dengan Pasal 1474 KUH Perdata, maka ad&edvsiban utama
yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnyag&eisna halnya dengan
Pasal 1474 KUH Perdata, maka Subekti mengemukakawlgpatnya bahwa
pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu :

a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjuétbr| yang meliputi
segala perbuatan yang menurut hukum diperlukankumi@&ngalinkan hak
milik atas barang yang diperjualbelikan itu damjo@l kepada pembeli; dan

b) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersklmutmenanggung
terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajibaseliat merupakan
konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikepada pembeli
bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalamgguh-sungguh
miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atatutan dari pihak
manapury.

2.1.3.2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Dalam perjanjian jual beli, seorang pembeli berhakuk menuntut
penyerahan barang yang telah dibelinya dari pengealangkan Pasal 1513 KUH
Perdata menyebutkan bahwa kewajiban utama pemti@lata membayar harga
atas pembelian suatu barang yang telah disepakdh gvaktu dan di tempat

sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

2.1.4. Wanprestas
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belahdaprestatieyang berarti
prestasi buruk. Dalam Kamus Hukum wanprestasiikéartsebagai keadaan lalai,

ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu pesih&t

' Ibid. hal. 8-17.
1 Simorangkir et. al., Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.186.
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Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasatgdd’elaksanaan
kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dkak tidak menurut
selayaknya”.

Dengan demikian pengertian wanprestasi adalah skedwlaan dimana
pembeli tidak memenuhi kewajibannya sebagaimang ggmerjanjiakan karena
kesalahannya dan bukan karena keadaan memaksa.

Suatu perbuatan disebut wanprestasi jika memenydrats materiil dan
syarat formil. Keduanya dapat dijelaskan sebagaiine

2.1.4.1. Syarat Materiil, yaitu adanya kesalahahingga prestasi tidak dapat
dipenuhi, yang dapat berupa:

a) Kesengajaarfopzet) yaitu sesuatu hal yang dilakukan dengan diketahui
atau dikehendaki oleh pembeli sehingga dapat mankab kerugian pada
penjual.

b) Kelalaian(on achtzemheid)aitu peristiwva dimana seseorang yang wajib
berprestasi seharusnya tahu atau patut mendugaal@ddngan perbuatan
atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kemigia

2.1.4.2. Syarat Formil, yaitu adanya teguran atanasi(ingebrekestellingadalah
pemberitahuan atau pernyataan penjual kepada penybely berisi
ketentuan bahwa penjual menghendaki pemenuhanaprestketika atau
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pember#tatersebut.
2.1.4.3. Bentuk-bentuk wanprestasi ada 4 (empit) ya
a) Pembeli sama sekali tidak berprestasi;
b) Pembeli berprestasi tetapi keliru;
c) Pembeli berprestasi tetapi terlambat; dan
d) Pembeli melakukan sesuatu yang menurut perjanjigiak t boleh
dilakukan.

Saat kapan pembeli dapat dinyatakan telah melakukarprestasi sangat
ditentukan oleh bentuk prestasinya. Menurut Pa&ad KUHPerdata bentuk atau
wujud prestasi adalah :

a) Memberikan sesuatu.

b) Berbuat sesuatu.

c) Tidak berbuat sesuatu.
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Dalam prestasi tidak berbuat sesuatu, maka segpalizmyatakan telah
melakukan wanprestasi yaitu pada saat pembeli Berbasuatu yang tidak
diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan dalam prestasi yang berupa memberikaatgeatau berbuat
sesuatu harus dilihat terlebih dahulu apakah dglemanjian telah ditentukan
mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasinya. ilApsnggang waktu
pemenuhan prestasinya telah ditentukan, maka lsekdas Pasal 1238
KUHPerdata, pembeli telah dianggap wanprestasi atfenggwatnya waktu
tersebut.

Sedangkan bila tenggang waktu pemenuhan prestasiohgla ditentukan
dalam perjanjian, maka penjual wajib memberikaningatan terlebih dahulu
kepada pembeli untuk memenuhi prestasinya segauadalam waktu yang telah
ditentukan, dimana teguran itu dinyatakan secaralie Surat peringatan ini
dinamakan soma$i Somasi inilah yang digunakan sebagai alat bustina
pembeli telah melakukan wanprestasi. Somasi besfusgpagai penagihan dari
penjual kepada pembeli dan untuk mengetahui salaiimya wanprestasi.

Akibat hukum dari pembeli yang telah melakukan wasfasi adalah
hukuman dan sanksi sebagai berikut :

a) Membayar kerugian kepada penjual atau ganti ruagi; d

b) Pemutusan perjanjian atau dinamakan juga pemeqsgngmjian.

2.2. Tinjauan Tentang Penjualan Barang M elalui Lelang
2.2.1. Pengertian Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lelang adp&ijualan di
hadapan orang banyak (dengan tawaran yang mengdasyi pimpin oleh
Pejabat Lelang, sedangkan yang di maksud melelangteas memperlelangkan
adalah :
2.2.1.1.Menjual dengan jalan lelang;
2.2.1.2.Memberikan barang untuk dijual dengan j&#ang; dan
2.2.1.3.Memborongkan pekerjaan.

12 ). satrio. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. (Bandung: Penerbit Alumni,
1999), hal. 122- 134.
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Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan LelaNgr{du Reglemer8taatsblad
1908 Nomor 189) disebutkan bahwa yang dimaksudatelegang adalah:

Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan ganjuzarang yang
dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yaaign meningkat
atau dengan persetujuan yang makin menurun atagadependaftaran
harga, dimana orang-orang yang diundang atau sehglu sudah
diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikanekgsatan kepadanya
untuk membeli dengan jalan menawar harga, menydtajga atau dengan
jalan pendaftaraf?

Disamping pengertian lelang menurMiendu Reglementterdapat juga
pengertian lelang menurut para ahli, diantaranya :
2.2.1.4. Polderman

Menurut pendapat Polderman dalam disertasinya @dan 1913 dengan
judul Het Openbare Aanbgdsebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro
mengatakan bahwa “Penjualan umum adalah alat untrgadakan perjanjian
atau persetujuan yang paling menguntungkan untukesijual dengan cara
menghimpun para peminat’”

Menurut Polderman yang penting adalah menghimpua paminat dengan
maksud untuk mengadakan persetujuan yang palingunémgkan bagi penjual.
Polderman memberikan tiga syarat yaitu :

a) Penjualan harus selengkap mungkin;

b) Ada kehendak untuk mengikat diri; dan

c) Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadadt@u melakukan
perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya;

2.2.1.5. Roell

Pada tahun 1932, Roell memberikan definisi mengeeajualan umum
adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi as@atidimana seseorang hendak
menjual sesuatu barang atau lebih, baik secaraadiritmaupun dengan
perantaraan kuasanya dengan memberi kesempatadakepang-orang yang
hadir melakukan penawaran untuk membeli barangagarngang ditawarkan

sampai kepada saat dimana kesempatan itu lenyagnifmatan itu lenyap bila

3 Rochmat Soemitro. Peraturan dan Instruksi Lelang. (Bandung: PT. Eresco, 1987),
hal.153.
“Ibid. hal.153-154.
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sampai pada tercapainya persetujuan antara petguakuasanya dengan pembeli
tentang harganya.

Definisi yang diberikan Undang-undangepdu Reglemenpada Pasal 1
adalah definisi yang hampir mendekati dengan dgfyang diberikan Polderman.

Untuk lebih menyempurnakan pengertian dari lelangetbut dan mengikuti
perkembangan yang terjadi pada saat ini, maka RemaierRepublik Indonesia
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMi2010 tanggal 23 April
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang membep&agertian lelang yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untolunu dengan

penawaran harga secara tertulis dan atau lisang@mgkin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahulengan
pengumuman lelang.

Pengertian lelang dalam Peraturan Menteri Keuangesebut mempunyai
unsur-unsur, yaitu :

a) Adanya penjualan yang terbuka untuk umum;

b) Penawaran harga dilakukan secara lisan dan ataliger

c) Ada 2 (dua) macam cara penawaran yaitu dengan pEmawaran secara
meningkat dan menurun; dan

d) Adanya pengumuman lelang sebelum penawaran lelang.

Dari beberapa pengertian lelang tersebut dapamngigkan bahwa lelang
adalah penjualan barang di muka umum yang dipinghelh Pejabat Lelang
dengan cara melaksanakan penawaran harga sedawkatetau lisan dan naik-
naik, turun-turun dan atau secara tertulis darutiget yang didahului dengan
pengumuman lelang. Dengan demikian pada dasarnysmeg@n lelang
mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a) Penjualan barang di muka umum;
b) Dengan cara melakukan penawaran naik-naik atan-turun;
c) Penawaran harga dilakukan secara lisan atau sectnss; dan

d) Didahului dengan pengumuman lelang.
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2.2.2. Asasdan Fungsi Lelang
2.2.2.1. Asas-asas Lelang
Menurut S. Mantay Borbir dalam bukunya&dmpilasi Sistem Hukum
Pengurusan Piutang dan Lelang Negam@dpat disebutkan asas-asas lelang yaitu:
a) Transparency
Artinya lelang tidak disembunyikan tetapi terbulsa@apapun berhak untuk
mengetahui informasi-informasi atas barang yangpadia lelang tersebut, hal
ini tercermin dengan adanya pengumuman lelang. iPeagan lelang dapat
dilakukan melalui media elektronik, media cetak g@pan pengumuman di
kantor lelang.
b) Competitionartinya kesempatan bersaing
Dengan adanya persaingan maka akan menghasilkanmatiaemukan harga,

sehingga akan diperoleh penawar tertinggi yang akemjadi pemenang
lelang.

c) Accountability

Lelang merupakan mekanisme jual beli yang dapagrtipggungjawabkan,
oleh karenanya Pejabat Lelang ditugaskan untuk memRisalah Lelang

sebagai bukti otentik. Akta tersebut digunakan kinpemindahan atau
peralihan hak.

d) Eficiency
Asas ini dimiliki dalam lelang karena barang yangal dilaksanakan pada
suatu waktu, tempat dan biaya tertentu. Lelangkdkan pada tempat yang
telah ditentukan sesuai dengan waktu yang telantikan juga. Pembayaran
lelang dilakukan setelah ditentukan pemenang lelang

e) Certainty
Lelang menjamin adanya kepastian hukum karenaetigghrakan oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Asas ini jugak menangkal
kemungkinan para peminat atau peserta lelang maakkonspirasi yang
dapat merugikan pihak terkait. Dengan demikian jteygadi keadilan bagi
mereka yang bersaing ingin membeli barang yandaditg selain itu prosedur
lelang telah diatur oleh Undang-Undang, lelang yakgn diadakan telah
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diumumkan terlebih dahulu, serta yang menangansgmdelang tersebut
adalah Pejabat Umum.
f) Equity
Lelang juga menjamin tercapainya keadilan karerentdra pemenang
lelang dan penjual barang lelang tercapai kesepakharga sehingga dapat
menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata daianya lelang diharapkan

dapat memberikan kepastian dan perlindungan hulepada pemenang lelang.

2.2.2.2. Fungsi Lelang

Selain asas-asas lelang tersebut, juga terdapalu@) fungsi lelang di
Indonesia yaitu fungsi privat dan fungsi publik.

a) Fungsi privat lelang terdapat pada peranan lelabggai institusi pasar yang
mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga lelawmyt berperan
memperlancar arus lalu lintas perdagangan baramggsr ini dimanfaatkan
untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepadayarakat atau
pengusaha yang menginginkan barangnya dilelangpumakepada peserta
lelang;

b) Fungsi publik lelang mengandung beberapa hal pgryaitu :

1. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamgerhadap
aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara untukeningkatkan
efisiensi dan efektivitas serta tertib dalam peaaag administrasi;

2. Memberikan pelayanan dalam penjualan barang yamsiféte cepat,
aman, tertib dan mewujudkan harga yang wajar; dan

3. Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk baagefian uang
miskin.

Dilihat dari fungsinya, lelang merupakan institugpasar yang
mempertemukan penjual dan pembeli pada saat dapatetartentu dengan
pembentukan harga yang kompetitif. Jika dibandingllengan institusi pasar
yang lain, maka lelang mempunyai kelebihan dan ikebaersendiri yaitu :

a) Adil, karena lelang bersifat terbuka, transparam aayektiv;

b) Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dd#alekan oleh Pejabat
Lelang selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Hatabr yang bersifat
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independen, karena itu pembeli lelang pada dasaurgap terlindungi. Sistem
eksekusi lelang mengharuskan pejabat lelang menelith dahulu syarat
formal tentang keabsahan penjualan dan barang gkag dilelang. Bahkan
pelaksanaan eksekusi lelang harus lebih dahuluuinkan pada surat kabar
harian, sehingga memberikan kesempatan kepada -pihak yang ingin
mengajukan keberadaan atas penjualan tersebut;

c) Efisien dan efektiv, karena lelang didahului dengangumuman lelang
sehingga peminat lelang dapat berkumpul pada sgakganaan lelang dan
melakukan penawaran atas obyek lelang yang diiagink

d) Mewujudkan harga yang wajar, karena penentuan Halgag pada dasarnya
menggunakan sistem penawaran yang bersifat korigtit transparan; dan

e) Memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaamgletiilakukan oleh
Pejabat Lelang dan dibuat berita acara pelaksdetarg yang disebut Risalah
Lelang. Risalah Lelang sebagai suatu akta otematiigydapat digunakan untuk

keperluan balik nama dan sebagaiiya

2.2.3. JenisjenisLeang
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: NR/©6/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka lelapgtdiibedakan menjadi 2
(dua) yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi
2.2.3.1. Lelang Eksekusi
Adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau geaetpengadilan atau
dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peratwamgang-undangan yang
berlaku, dipersamakan dengan itu dalam rangka mambaenegakan hukum.
Termasuk dengan lelang eksekusi yaitu:
a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (AUPN
Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara yeltuing yang diajukan
oleh PUPN/KPKNL. Barang yang dilelang adalah baraggnan kredit
macet dari bank-bank pemerintah atau barang melitdr bank pemerintah
atau BUMN serta instansi pemerintah dalam rangkacgean piutang

Negara;

 Ibid. hal.17-18.
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b) Lelang Eksekusi Pengadilan
Lelang eksekusi pengadilan yaitu lelang yang dmjuloleh Pengadilan
Negeri atau Pengadilan Agama melalui Kepala PaniRgngadilan yang
bersangkutan, dan lelang dilaksanakan dalam rangkgalankan Putusan
Hakim dalam perkara perdata dan penetapan KetugaBisn Negeri
dalam rangka hipotik, atau dalam rangka menjalarnk&nsan Pengadilan
Agama,

c) Lelang Eksekusi Pajak
Lelang eksekusi pajak yaitu lelang yang dimintahokantor Pelayanan
Pajak, dan barang yang dilelang adalah barang-pas#sman yang berasal
dari penanggung hutang pajak.

d) Lelang Eksekusi Harta Pailit.
Lelang eksekusi harta pailit yaitu permohonan Iglgang diajukan oleh
Balai Harta Peninggalan atau kurator yang ditunjotuk melakukan lelang
terhadap harta pailit;

e) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggunga
Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pashaidang-Undang Hak
Tanggungan, yang memberikan hak kepada pemegangtamgigungan
pertama untuk menjual sendiri secara lelang tefhatigek hak tanggungan
apabila cidera janij;

f) Lelang Eksekusi Fidusia
Lelang eksekusi fidusia yaitu lelang terhadap &biy@usia karena debitur
cidera janji, sebagaimana diatur oleh Undang-Undaugia; dan

g) Lelang Eksekusi Barang Sitaan (Pasal 45 KUHAP)
Barang sitaan adalah barang-barang yang di sitagselperkara pidana
yang karena sifatnya cepat rusak, berbahaya ataya gpenyimpannya
terlalu mahal;

h) Lelang Eksekusi Barang Rampasan (Pasal 273 KUHAP)
Lelang eksekusi barang rampasan yaitu permohorangle/ang diajukan
oleh Kejaksaan atau Oditorat Militer selaku eksekutlan barang yang
dilelang adalah barang-barang bukti perkara pidareg oleh pengadilan

telah diputus, dirampas untuk Negara;
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I) Lelang Eksekusi Barang Temuan
Lelang eksekusi barang temuan yaitu permohonandetang diajukan oleh
penyidik seperti kepolisian. Barang temuan itu adabarang-barang yang
ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalangka waktu tertentu
tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya;

J) Lelang Eksekusi dikuasai atau tidak dikuasai Be&ai
Lelang eksekusi dikuasai atau tidak dikuasai bdaicyaitu permohonan
lelang yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Baa Gukai untuk menjual
barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang \dikgasai negara, atau

barang yang menjadi milik negara melalui eksekugsiny

2.2.3.2. Lelang Non Eksekusi
Lelang non eksekusi adalah lelang barang milik aliauasai Negara atau
lelang sukarela atas barang milik swasta, disedany) non eksekusi karena telah
ada unsur paksaan sebagai akibat peraturan, bekawagduk lelang yang secara
sukarela diminta oleh pemilik barang.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PN6KR010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang non eksekuasritdari :

a) Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk medalakan penjualan
barang milik Negara atau Daerah sebagaimana dirdattalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharagar&atau barang
milik BUMN/BUMD yang oleh peraturan perundang-undan diwajibkan
untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hlasgtan lainnya dari
tangan pertama; dan

b) Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untulkksanakan penjualan
barang milik perorangan, kelompok masyarakat atadab swasta yang
dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasBdMN/BUMD

berbentuk persero.
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2.2.4. Kantor Lelang

Kantor lelang yang dimaksud disini adalah Kantofafenan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi vertBaéektorat Jendral Piutang
dan Lelang Negara (DJPLN) atau Kantor Pejabat Igelddelas 11 yang
mempunyai tugas melayani dan menyelenggarakarglelan

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri KeuangaroN2@2/PMK.02/2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalLingkungan Direktorat
Jendral Kekayaan Negara, tugas pokok KPKNL adalalakeanakan pelayanan
dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negkmalelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksiadn Pasal 30,

KPKNL menyelenggarakan fungsi:

a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan,daengamanan
kekayaan negara.

b) Retribusi, verifikasi dan analisa pertimbangan mdraman pengalihan
serta penghapusan kekayaan negara.

c) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagieaggelolaan barang
jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan miénanggung
hutang/penjamin hutang.

d) Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan &eangangka waktu
dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan pemgadeenanggung
hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiap&anugal penghapusan
piutang negara.

e) Pelaksanaan pelayanan penilaian.

f) Pelaksanaan pelayanan lelang.

g) Penyajian informasi dibidang kekayaan negara, gem| piutang negara
dan lelang.

h) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negdaapemeriksaan
kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutangkdakusi barang
jaminan.

1) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik pgoagghutang atau
penjamin hutang serta harta kekayaan lain.

j) Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang.
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K) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaanggjaraman.

l) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuammhylengurusan
piutang negara dan lelang.

m) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayararapiutnegara dan
hasil lelang.

n) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayagara dan Lelang

2.2.5. Balai Lelang
2.2.5.1. Sejarah Balai Lelang

Pembayaran pinjaman atau angsuran tidak semuampa dangan lancar
dilakukan oleh debitur. Ada debitur yang tidak manaan tidak mau membayar
angsuran hutangnya sesuai dengan perjanjian yamglaetelah dibuat dan
ditandatangani. Untuk itu Bank atau kreditur berbatuk mengambil pemenuhan
kewajiban hutang dari debitur dengan melalui pdajuatau lelang terhadap
barang jaminan.

Penyelesaian jaminan hutang dalam kaitan dengaangatau kredit macet
yang disalurkan melalui bank-bank pemerintah atadabh usaha lain yang
sebagian atau keseluruhan asetnya dimiliki olehakiegada dasarnya dilakukan
melalui Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimamaikbn dalam Undang-
Undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitiss&ir Piutang Negara atau
PUPN. Pengurusan piutang oleh PUPN pada tahap glanjuilakukan oleh
Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara at@lLM{Rang saat ini menjadi
telah menjadi KPKNL.

Pada tanggal 25 Januari 1996 Departemen Keuangan neenggulirkan
kebijakan deregulasi lelang melalui Surat Keputugiemteri Keuangan Nomor :
47/KMK.01/1996 tentang Balai Lelang yang kemudianalsrkan dalam
Keputusan Kepala BUPLN Nomor Kep.01/PN/1996 tent&egunjuk Teknis
Penyelenggaraan Balai Lelang. Dalam kebijakan betsalisebutkan bahwa
sektor swasta diberi peluang untuk berusaha dingidelang dengan mendirikan
balai lelang.

Kebijakan ini disempurnakan dengan deregulasnéeledua yakni melalui
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 299/KMKLO®27 tanggal 4 Juli
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1997 tentang Balai Lelang yang ditindak lanjuti gm Keputusan Kepala
BUPLN Nomor : Kep-11/PN/1997 tanggal 8 Juli 1997ngkn beberapa
penegasan antara lain bahwa jasa lelang adalakgasagan, ijin pendirian balai
lelang dapat diberikan kepada swasta nasional nmeaging dan patungan.

Kebijakan ini disempurnakan lagi dengan Keputusaentéri Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 399/KMK.01/2000 tangga® HAgustus 2000,
kemudian keputusan ini diubah dengan Keputusan dfieKeuangan Republik
Indonesia Nomor : 509/KMK.01/2000 tanggal 30 NovemB0OO yang ditindak
lanjuti oleh Keputusan Kepala Badan Urusan PiutiangLelang Negara Nomor :
44/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang.

Pendirian balai lelang swasta ini dimaksudkan untmkningkatkan
pendayagunaan lelang sebagai salah satu sarankomem@an yang bersifat
terbuka dan obyektif sehingga diharapkan dapatrdligle harga yang wajaf.

Saat ini kebijakan tentang Balai Lelang diatur dalReraturan Menteri
Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang

2.2.5.2. Kewenangan Balai Lelang

Balai lelang dalam menyelenggarakan penjualan delaacara umum
berdasarkan persetujuan dan kuasa yang diberildmp@milik barang. Apabila
barang-barang yang dimaksud merupakan barang jarderakredit macet Bank-
Bank swasta, maka persetujuan dan kuasa akan kdpetari lembaga tersebut.
Atas dasar persetujuan dan kuasa yang dimilikiebers balai lelang akan
melangkah lebih lanjut ke tingkat persiapan lelang.

Dalam pelaksanaan lelang tersebut balai lelangabggung jawab atas
pembayaran harga lelang kepada pemilik barang, emahgan barang yang
dilelang berikut dokumen terkait kepada pemenatantg Bertanggung jawab
pula atas kerugian atau tuntutan yang timbul akieatlahan dan kelalaian dalam
menyelenggarakan lelang. Kewajiban balai lelanguae®asal 11 Keputusan
Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nordd/PN/2000 adalah

melaksanakan pembukuan. Oleh karena itu balaideleaib mempunyai buku

'* | Made Soewandi, Balai Lelang, (Yogyakarta : Yayasan Gloria, 2005), hal. 26-30.
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permintaan lelang, buku penerimaan dan buku pehgardarang, serta buku
penerimaan dan penyetoran uang hasil letang.

2.2.6. Pgjabat Lelang
Setiap pelaksanaan lelang, baik yang diselenggaralelh KPKNL maupun
Balai Lelang harus dilaksanakan di hadapan Pejaletdng sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nom®&B/PMK.06/2010
Ketentuan tentang Lelang menyatakan bahwa setlapgeharus diadakan di
hadapan Pejabat Lelang yang ditunjuk oleh Menteuidtgan. Pejabat Lelang
adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Kgaia untuk melaksanakan
pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undayagan berlaku. Menurut
Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PBIR@L0 Pejabat Lelang
terdiri dari :
2.2.6.1.Pejabat Lelang Kelas | yang berkedudukaiRIKNL dan berwenang
melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang; dan
2.2.6.2. Pejabat Lelang Kelas Il yang berkedudud#aKantor Pejabat Lelang
Kelas Il dan hanya berwenang melaksanakan Ilelanglabarkan
permintaan Balai Lelang atas jenis Lelang Non Elselukarela, lelang
aset BUMN/BUMD berbentuk Persero, dan lelang askk Bank dalam

likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomdra?iin 1999.

2.2.7. Prosedur Pelaksanaan Lelang
Prosedur lelang merupakan rangkaian perbuatan-pmyang dilakukan
sebelum lelang dilaksanakan disebut prosedur pensigelang atau pra lelang,
saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang dit@ksan. Prosedur pelaksanaan
lelang dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
2.2.7.1. Tahap pra lelang atau persiapan lelang.
Tahap ini dimulai dari permohonan lelang, penenteampat dan waktu lelang,
penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumumanpeiayetoran uang
jaminan.

a) Permohonan lelang

Y Ibid, hal.41-45.
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Menurut Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuang&mor
93/PMK.06/2010, suatu permohonan lelang harus kiajisecara tertulis.
Permohonan lelang harus dilengkapi dengan dokureesyg@ratan lelang.
Kantor lelang tidak boleh menolak permohonan lelgm@ong diajukan
kepadanya sepanjang persyaratan lelang sudah dip&aumohonan lelang
diajukan oleh penjual secara tertulis kepada KelBIKNL atau Pemimpin
Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratande

b) Syarat lelang
Kepala kantor atau pejabat lelang memeriksa kelgmagk dokumen
persyaratan lelang serta meneliti legalitas subyekipun obyek lelang.
Apabila dokumen persyaratan lelang sudah lengkapteiah memenuhi
legalitas subyek dan obyek lelang, maka KPKNL akantor Pejabat
Lelang Kelas Il tidak boleh menolak permohonanrigltersebut.

c) Waktu dan tempat lelang
Mengenai tempat lelang, Pasal 19 Peraturan MeHKtenangan Nomor :
93/PMK.06/2010 mengatur tempat pelaksanaan lelaargshdi wilayah
kerja KPKNL atau wilayah kerja Pejabat Lelang kelagempat barang
berada. Kepala kantor atau pejabat lelang menatajicaval berupa hari,
tanggal dan waktu serta tempat lelang yang ditujepada penjual.

d) Pengumuman lelang
Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PBIR010 mengatur
penjualan secara lelang wajib didahului dengan yergnan lelang yang
dilakukan oleh penjual. Pengumuman lelang adalahbpetahuan kepada
masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksuki menghimpun
peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yasrgepentingan.
Kepala kantor lelang memberitahukan kepada pengbangunan akan
adanya rencana pelaksanaan lelang. Kepala katdaoglenemintakan Surat
Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat.

e) Uang jaminan
Uang jaminan penawaran lelang adalah uang yangoditlebih dahulu
sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang, Walgng yang

dipersyaratkan adanya uang jaminan. Menurut P&d&e2aturan Menteri
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Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 mengatur adanyarkisian peserta
lelang menyetor uang jaminan penawaran lelang kepada lelang kayu
jati dari tangan pertama dan lelang sukarela ekisitkan, lelang sukarela
barang bergerak pada kawasan berikat. Pesertay|atemyetorkan uang
jaminan (jika dipersyaratkan) ke rekening kantdarlg atau langsung ke
pejabat lelang sesuai pengumuman. Besarnya uangganpenawaran
lelang paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dating banyak sama
dengan Nilai Limit. Dalam hal tidak ada nilai limimnaka besarnya uang

jaminan penawaran lelang ditetapkan sesuai kehgretgkal.

2.2.7.2.Tahap pelaksanaan lelang

Tahap ini menyangkut penentuan peserta lelang, ggahgn nilai limit,

pelaksanaan penawaran lelang dan penunjukkan giembe

a) Peserta lelang terdiri dari penjual, pemilik baradgn pembeli atau
pemenang lelang. Pejabat lelang mengecek peséataglatau kuasanya,
kehadirannya dan keabsahannya sebagai pesertg tEdagan bukti setoran
uang jaminan.

b) Nilai limit adalah harga minimal barang lelang yatigetapkan oleh penjual
atau pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pe@gn. Penetapan harga
limit menjadi tanggung jawab penjual atau pemikdng.

c) Penawaran lelang diatur dalam Pasal 54 PeraturantefleKeuangan
Nomor : 93/PMK.06/2010. Lelang dapat dilaksanakaengan cara
penawaran :

1. Lelang terbuka yaitu lelang dengan penawaran hgegay dilakukan
langsung secara lisan dengan penawaran harga maamgkat atau
menurun; dan

2. Lelang tertulis yaitu lelang dengan penawaran ham@ag dilakukan
secara tertulis dalam sampul tertutup.

3. Lelang tertulis yang dilanjutkan dengan lisan, daldal penawaran

tertinggi belum mencapai Nilai Limit.
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2.2.7.3. Tahap pasca lelang.

Tahap ini menyangkut pembayaran harga lelang, peraye hasil lelang dan

pembuatan risalah lelang.

a)

b)

Pembayaran harga lelang.

Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/RBIR010 mengatur
tentang pembayaran harga lelang dilakukan seca@ tlengan cek atau
giro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setepmtaksanaan lelang.
Pembayaran harga lelang diluar ketentuan dapatnaliken setelah
mendapat izin dari Direktur Jenderal atas nama &eKeuangan.
Penyetoran hasil bersih lelang.

Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PBIR010 mengatur
tentang penyetoran hasil bersih lelang kepada pepgaling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaen Penerima
KPKNL.

Pembuatan risalah lelang

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaanglefang dibuat oleh
Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan meygd kekuatan
pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Pejalzatd membuat risalah
lelang berupa minuta, salinan, petikan dan grogssdah lelang. Pejabat
lelang memberikan petikan lelang kepada pembeadintplbeserta kuitansi
lelang. Petikan risalah lelang khusus barang tetlagrikan kepada pembeli
setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran Bealdten Hak Atas
Tanah dan Bangun&h

2.2.8. Risalah Lelang

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan di had&egabat lelang dan

dibuatkan berita acara yang disebut Risalah Lel&igplah Lelang merupakan

akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian ga@ngpurna. Risalah Lelang

digunakan untuk :

'® purnama Tioria Sianturi. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak

Bergerak Melalui Lelang. (Yogyakarta: CV. Mandar Maju, 2008), hal.96.
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a) Bagi penjual digunakan sebagai bukti bahwa penjallh melaksanakan
penjualan sesuai prosedur lelang;
b) Bagi peminat atau pembeli lelang digunakan selagdi pembelian;
c) Bagi pihak ketiga merupakan dasar hukum untuk redika atas tanah; dan
d) Bagi administrasi lelang sendiri adalah sebagaadperhitungan Bea Lelang
dan Uang Miskin serta merupakan pertanggungjawadtas pelaksanaan
lelang.
Risalah lelang terdiri dari:
2.2.8.1.Bagian kepala, antara lain memuat :
a) hari, tanggal dan jam lelang yang ditulis dengamhdan angka;
b) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal daabpéjelang;
c) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal penjual;
d) nomor atau tanggal surat permohonan lelang;
e) tempat pelaksanaan lelang;
f) sifat barang yang dilelang dan alasan barang terskllelang; dan
g) Syarat- syarat dilakukan penjualan.
2.2.8.2.Bagian badan, antara lain memuat :
a) banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;
b) nama barang yang dilelang;
c) nama pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai pematiaslinama sendiri
atau sebagai kuasa atas nama orang lain;
d) bank kreditur sebagai pembeli untuk orang ataumad&um atau badan
usaha yang akan ditunjuk namanya;
e) harga lelang ditulis dengan angka dan huruf; dan
f) daftar barang yang laku terjual atau ditahan menmilat, nama dan
alamat pembeli.
2.2.8.3.Bagian kaki, antara lain memuat :
a) banyaknya barang yang ditawarkan atau dilelandisliiengan angka
dan huruf;
b) jumlah nilai barang-barang yang telah terjual @stulengan angka dan

huruf;
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c) banyaknya surat-surat yang dilampirkan pada risdédang ditulis
dengan angka dan huruf;

d) jumlah nilai barang-barang yang ditahan ditulisgienangka dan huruf;

e) jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambabaretan dengan
penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ddaelhgan angka dan
huruf;

f) tanda tangan pejabat lelang, penjual atau kuagagletalam hal lelang
barang tidak bergerak; atau

g) tanda tangan pejabat lelang, penjual atau kuagagletan pembeli atau
kuasa pembeli lelang dalam hal lelang barang tigagerak.

2.3. Tinjauan Tentang Lelang Ikan

Lelang ikan di Provinsi DKI Jakarta diatur berd&sar pada Keputusan
Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 199¢atBean tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Pelelangan lkan Di DKI Jakisieéaurut Pasal 1 huruf f,
“Pelelangan ikan adalah sistem transaksi jual likdin melalui penawaran
meningkat oleh para penjual dan pembeli yang mesighaa penjualan ikan
kepada orang yang mengajukan penawaran hargagtgrtin

Ikan yang dimaksudkan adalah semua jenis ikan wrknbiota perairan
lainnya, baik yang berasal dari laut maupun pemaieavar, tambak dan usaha
pemeliharaan atau pembudidayaan, baik yang matimdeeadaan hidup, segar
maupun yang sudah diolah. Untuk mempermudah pelaksalelang ikan, maka
dibangunlah Tempat Pelelangan Ikan atau TPI. TRlahdtempat yang secara
khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk miedakipelelangan ikan
termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnyag ydisediakan di TPI. TPI
merupakan tempat bertemunya antara nelayan dan gfieyding mendapat
perantaraan dari TPI. Menurut Pasal 1 huruf g Kegan Gubernur Kepala DKI
Jakarta Nomor 149 Tahun 1994, “Pengikut lelangadalenjual ikan dalam hal
ini nelayan dan calon pembeli ikan yang melakukeah Ipeli ikan secara lelang di
TPI dan telah terdaftar sebagai pengikut lelang.”

Pengelola TPl yang termasuk didalamnya adalah &ep#l, petugas

dermaga, pengawas bongkar ikan dan semua petugag tgalibat dalam
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pelelangan ikan di TPl keseluruhannya adalah pstudjaas Perikanan yar

ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan untuk melak&an tugas dan kewajib:

mereka masingnasing.

Kegiatan lelang ikan ini mempunyai visi yaitu megkatkan taraf hidu

dan kesejalaraan nelayan beserta keluarganya. Sedangkan mighity

a) Berupaya tersedianya sarana produksi secara mesgan harga waje

b) Mengupayakan peningkatan produksi dan pendapatayame da

c) Memaksimumkan pendapatan daerah melalui

Dengan berlandasn pada visi dan misi tersebut, maka dapat diket

mengenai maksud dan tujuan didirikanrTPI sebagai suatu sarana kegic

lelang ikanMaksud dan tujuannya adale

a) Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan |

b) Mengusahakan stabilitas harga it

c) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayar

d) Meningkatkan pendapatan dae

Hal berikut adalah struktur pelaksanaan organisgsi

KEPALA TPT
v ] ]
KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN
KEUANGAN TATA USAHA TEHNIK LELANG
KASIR TERIMA / JURU BUKU JURU TAWAR /
KASIR BAKUL NELAYAN LELANG
KASIR BAYAR / JURU BUKU
KASIR NELAYAN BAKUL HIPRU TIMBANG
REKENARY/ JURU KARCIS
JURU HITUNG e LELANG

JURU TAGIH

Berdasarkan bagan strur pelalsanaan organisasi TPI

dijabarkan lebih lanjut tugas pamasing-masing bagian.

ADMINISTRAST UMUM

PEMBANTU UMUM L

.

atas akan
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2.3.1. Kepala Pelelangan mempunyai tugas antara lain :
a) Membina, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas patsapé&mya;
b) Melakukan koordinasi atas kegiatan lain yang béakaidengan
kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelelangardiKTPI; dan
c) Menyampaikan laporan-laporan produksi, keuangararaeeingguan
dan bulanan kepada PUSKUD Mina Jaya dengan temikegmda KUD
Mina dan Kepala Cabang Dinas Perikanan Provinsirdbadingkat |
DKI Jakarta.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelelangantdibbeh :
2.3.1.1. Kepala Urusan Teknik Lelang yang bertugas
a) Melaksanakan penimbangan ikan dengan mencatat d@mnajenis ikan
yang sudah ditimbang;
b) Mengatur penempatan ikan pada lantai TPl sesuajaemomor urut
lelang;
c) Mengatur pelaksanaan lelang ikan; dan
d) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengatugss ikan.
2.3.1.2. Kepala Urusan Keuangan TPI yang bertugas
a) Menerima uang pembayaran lelang ikan dari pemkezt; i
b) Membayar kepada nelayan sesuai dengan haknya;
c) Memungut, menerima dan menyetorkan uang punguiangesebesar
5% (lima persen) yang diperoleh dari nelayan 3 BKga(persen) dan
pembeli 2% (dua persen) kepada Kasir Pelelangan; d
d) Mengerjakan administrasi yang berkaitan dengan rigamm pungutan
lelang 5 % (lima persen).
2.3.1.3. Kepala Urusan Tata Usaha yang bertugas :
a) Menyediakan dan mempersiapkan perlengkapan lelang;
b) Mengerjakan administrasi umum TPl dan mengamanksatia snerawat
arsip, inventaris dan sarana TPI;
c) Menyiapkan dan mengirim laporan-laporan TPI sedaagan ketentuan;
dan
d) Menangani administrasi yang menyangkut kewajibam Itk karyawan
TPI.
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2.4. Tinjauan Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)
2.4.1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa atau KUD adalah organisasi ekon@ng merupakan
wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonagsyarakat pedesaan yang
diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaansendiri serta
memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakatgede®embentukan KUD
dilakukan oleh warga desa sendiri yang diatur send@n prosedur pembentukan
dan pengesahan koperasi sesuai dengan peraturamdaeg-undangan

perkoperasian yang berlaku.

2.4.2. Dasar Hukum Berlakunya KUD

Landasan hukum dalam pelaksanaan KUD adalah IsstiRfesiden RI
Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa, sedangkadatan hukum untuk
mengembangkan dan memperkokoh peranan KUD, di ri&iHa benar-benar
dapat menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaendimiliki dan diatur
oleh warga desa sendiri untuk kepentingan merekapgambangunan pedesaan,
maka pada tahun 1978 dikeluarkan Instruksi PreskleNomor 2 Tahun 1978
tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi UrsaD&adi kedua Instruksi
Presiden tersebutlah yang merupakan dasar hukuakbeya Badan Usaha Unit
Desa (BUUD) atau KUB.

2.4.3. Tujuan Pembentukan KUD

2.4.3.1. Untuk menjamin terlaksananya program mkatan produksi pertanian,
khususnya produksi pangan secara efektif dan efisie

2.4.3.2. Untuk memberikan kepastian bagi para pgia@dusen khususnya serta
masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tiaggla mempunyai
tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan preditlh sendiri tetapi
juga secara nyata dapat memetik dan menikmati nyasilguna

peningkatan taraf hidup serta kesejahteraannya.

% Sri Woelan Azis. Aspek-Aspek Hukum KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya. (Bandung: PT.
Alumni, 1984), hal.13-26.
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2.4.4. Fungs dan Tugas KUD
KUD dalam melaksanakan tugas sebagai pusat pelayzerbagai kegiatan
perekonomian pedesaan memiliki 4 (empat) fungsuyai
2.4.4.1. Fungsi Perkreditan

Mengenai perkreditan yang dilaksanakan oleh KUD upakan salah satu

tugas usaha dari KUD yang bertujuan untuk :

a) Meningkatkan peranan perkreditan candak kulak sebema dimaksudkan
di dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 ydilmksanakan oleh
KUD;

b) Memberikan pelayanan kredit kepada anggota masyapmddesaan dalam
rangka meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dima
meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan; dan

c) Menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian padesdengan
mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhankpemmian pedesaan
seperti ijon dan pelepas uang dengan bunga yaailg \wdjar.

2.4.4.2. Fungsi penyediaan dan penyaluran saraaassd@roduksi barang-barang
keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.

Mengenai fungsi penyediaan dan penyaluran saraaasgroduksi barang-
barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa laindgéam pelaksanaannya
KUD perlu mendirikan atau memiliki sarana-sarandaysnan seperti kios,
toko dan sebagainya di seluruh wilayah keanggotdd® yang dianggap
perlu dan atau didirikan di tempat di mana ada rkelok-kelompok anggota
baik kelompok ekonomi maupun kelompok organisasi, tersebut boleh
dikatakan merupakan faktor yang sangat penting kurdapatnya KUD
memberikan pelayanan kepada setiap anggota meraetuituhan atau
kepentingannya.

Mengenai fungsi kedua dari KUD tersebut, untuk meamkan

pelaksanaannya sehubungan dengan pengembanganeddingan KUD,

maka dibagi menjadi 2 (dua) bagian :

a) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi;da

b) Penyediaan dan penyaluran barang-barang keperkfari<hari dan jasa-

jasa lain.
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2.4.4.3. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran berbagai hasilsio
Mengenai fungsi pengolahan dan pemasaran berbagdi groduksi, dalam
pelaksanaannya KUD perlu menetapkan adanya unihdata dalam
pengelolaan.

2.4.4.4. Fungsi Kegiatan Perekonomian lainnya
Mengenai fungsi kegiatan perekonomian lainnya depperdagangan,
perindustrian, pengangkutan dan lain sebagainyandapelaksanaannya

melalui adanya kerja sama antara KUD dengan inisyang bersangkutah

2.4.5. Koperas Unit Desa (KUD) Mina Baruna, Kotamadya Jakarta Utara,

Provins DKI Jakarta.

KUD Mina Baruna merupakan koperasi mina yang meatdaewenang
dari PUSKUD Mina Jaya untuk melaksanakan, mengkomrdan mengawasi
pelaksanaan pelelangan ikan di TPl Muara Angke. KU3® Mina Jaya
merupakan koperasi yang mendapat wewenang dari ripéae Daerah untuk
membantu pelaksanaan pelelangan ikan di ProvinsiJakarta.

PUSKUD Mina Jaya ini bertugas untuk membantu keleant pelaksanaan
lelang ikan di setiap TPI di seluruh Provinsi Dkkarta. PUSKUD Mina Jaya ini
merupakan koperasi primer di DKI Jakarta yang saidh tugas utamanya antara
lain menyelenggarakan kegiatan pelelangan ikameldrish Provinsi DKI Jakarta.
PUSKUD Mina Jaya dan KUD Mina memiliki tugas danwigiban yang
berbeda-beda.

2.4.5.1. Tugas PUSKUD Mina Jaya antara lain :
a) Membantu pelaksanaan lelang di TPI;
b) Memelihara dan merawat TPI beserta perlengkapannya,;
c) Menyelenggarakan asuransi nelayan;
d) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan;
e) Mengusahakan perkreditan pedagang ikan; dan
f) Mengawasi tugas dan fungsi KUD Mina Baruna.

% Ibid. hal.65-89.
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2.4.5.2. Tugas KUD Mina Baruna antara lain :

a) Membantu PUSKUD untuk kelancaran TPI;

b) Melakukan pemantauan kerja serta mengatasi damporkkn hambatan yang
terjadi;

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kamy&i®h nelayan dan
pedagang ikan;

d) Menghimpun laporan TPl dan mengirimkan ke PUSKUD;

e) Meningkatkan pelayanan kepada nelayan;

f) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petaisgelelangan dan
pengelolaan TP,

g) Menyampaikan laporan produksi dan keuangan GubetaorKepala Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta.

2.4.5.3. KUD Mina Baruna mempunyai kewajiban-kgvem yaitu :

a) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tat@ankaKkserja di TPl serta
mengatasi dan melaporkan hambatan-hambatan yjadi teir TPI;

b) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kary@®Bnnelayan dan
pedagang ikan untuk lebih berperan serta guna ¢alan pelaksanaan TPI;

c) Menghimpun laporan-laporan dari TPI di wilayah kega dan selanjutnya
mengirimkan kepada PUSKUD Mina Jaya paling lambgiréam) hari setelah
tutup buku mingguan dan bulanan;

d) Menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharagoedawatan sarana TPI,
dan

e) Melaksanakan peningkatan pelayanan kepada nelayaemperlancar
penyampaian hak-haknya untuk lebih meningkatkarejabteraan nelayan

beserta keluarganya.
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2.5. Tinjauan Tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provins
DKI Jakarta

2.5.1. Dasar Hukum
Dasar Hukum Kegiatan Dinas Perikanan Pemerintalviigio DKI Jakarta
yaitu: Perda Propinsi DKI Jakarta No.3 tahun 2@dtang Organisasi dan Tata
Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Diraggybertanggungjawab
kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusaah tangga daerah
dalam bidang perikanan yang menjadi tanggung jawaabdan tugas

pembantuan.

25.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah

Provins DKI Jakarta.

Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Tdakarta memiliki
tujuan dan sasaran yang harus dicapai demi terogpaiemakmuran warga
masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta hal itu eantain:

a) Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, peadyalikan dan pelaku
usaha perikanan

b) Meningkatkan konstribusi sektor kelautan dan perkasebagai sumber
pertumbuhan ekonomi daerah.

c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelautan dakepan.

d) Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan, k&éarnegaman pangan dan
gizi sehingga mampu memberikan nilai tambah damg&atan pendapatan.

e) Terciptanya jaringan produksi, distribusi dan pesnas yang kuat, produktif,
efektif dan efisien.

f) Meningkatnya daya saing produk hasil perikanaradap lokal, nasional
maupun global.

g) Terwujudnya iklim investasi dan iklim usaha di lmdaelautan dan perikanan
yang kondusif sehingga mendorong pertumbuhan ekodaenah.

h) Berkembangnya investasi yang berbasis sumberdaijapan sehingga
menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

i) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dakapan yang

bertanggungjawab, lestari dan berkelanjutan.
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j) Terwujudnya kelembagaan kelautan dan perikanan kaagsehingga mampu
menjembatani antara kebijakan yang ditetapkan demgpalementasi di
lapangan.

k) Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pengeidamberdaya
pertanian,peternakan, perikanan, kelautan dan &elntyang berbasis
agribisnis, berwawasan lingkungan secara berkekamju

2.5.3. Tugasdan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah

Provinst DK| Jakarta Berkaitan dengan L elang | kan.

Demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telalbatkan diatas maka,
Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsil Dkkarta harus
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tugas dan fungsi itu antara lain adalah merumuskaimjakan teknis
pelaksanaan rumpun urusan bidang perikanan daot&elaeperti mengangkat
dan memberhentikan kepala TPI. Melakukan standesidtalam penentuan harga
hasil perikanan, kemudian melaksanakan pembinaambidgan dan
pengembangan usaha produksi dan pasca produksipesigianan. Melakukan
pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan keétrangumber daya
manusia agar dapat berinovasi dalam bidang pemkananguji dan mengawasi
mutu hasil perikanan, melakukan pengawasan danepdatian peredaran hasil

olahan perikanan, dan memfasilitasi pemasaran paskanan.

2.6. Pelaksanaan Lelang I kan Di TPl Muara Angke, Kotamadya Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta.
2.6.1. Hasll Pendlitian
Jakarta memiliki pelabuhan yang representatif ulikkmbangkan dengan
dukungan keberadaan sumber daya manusia nelaygrbggnmlah kurang lebih
1300 Kepala Keluarga. Pangkalan Pendaratan IkanrdVidagke terletak di
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadarda Utara. Pelabuhan
Perikanan yang memiliki luas kurang lebih 67 hektai dibangun dan
dikembangkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khisulsota Jakarta sebagai
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pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakkanaeri dan kelautan
Propinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Gubemur Kep&l Jakarta Nomor 35
Tahun 1969. Dalam perkembangannya, Pangkalan Rgaddkan Muara Angke
mampu menjadi pusat kegiatan perikanan tradisidizaltaranya sebagai tempat
pemukiman nelayan, pasar eceran maupun pasar,gtasijuga untuk melakukan
pelelangan ikan-ikan hasil tangkapan yang dilaku&ai Pl Muara Angke, di
kawasan Pangkalan Pendaratan lkan tersebut. Geditigdi Pangkalan
Pendaratan Ikan Muara Angke dan prasarana pendokangemiliki luas 2.240
m2 (64m x 35m) dan mampu menampung produksi ikaangilebih sebesar 97
ton per jam. TPI ini tergolong baru karena baruanbkroperasi sejak Juli 2005.
Sebelumnya kegiatan pelelangan dilakukan di TPhlgang memiliki luas 1.420
m2 dan hanya mampu menampung produksi ikan selB@s&n per jam. TPI
tersebut berada di bawah pimpinan Bapak Ahmad dlunae

Ikan yang dilelang di TPl Muara Angke memiliki kagalebih 16 (enam
belas) jenis ikan, antara lain layang, bawal, bargtau kembung, selar atau
bentong, jui, tongkol, lemuru, tengiri, manyunguatongot, cucut, pare, kakap,
cumi-cumi, gendut, petek dan gerehan. Nilai trasisikan mencapai 10 (sepuluh)
Milyar Rupiah per malam-nya. lkan-ikan tersebutiagetharinya harus habis
terjual, karena jika tidak habis maka ikan akan mmesok. Padahal TPI
menyediakan cukugold storage sebagai tempat untuk menyimpan ikan di
ruangan TPIl, namun keberadaawld storageyang disediakan oleh Pemerintah
Daerah yang seharusnya dapat dipakai cuma-cuma paleh nelayan maupun
pedagang ikan untuk menitipkan ikanngisalahgunakan oleh pihak-pihak
tertentu dengan memungut biaya dari penitipan itemsebut. Sehingga para
nelayan yang bermodal kecil tak sanggup membayag s&wacold storage,
merasatak berdaya untuk menolak menyerahkan hasil taragkagm langsung
kepada pemenang lelang untuk mencegah ikan-ikanaggebut membusuk
meskipun harga lelang belum dibayar oleh pemenalagd. Usaha para nelayan
kecil supaya ikan-ikan tersebut tidak membusukrani@n dijual dalam bentuk

ikan asin, di fillet, di panggang atau di pindang.
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Untuk melaksanakan lelang ikan diperlukan suatareardi dalam TPI.
Sarana tersebut disediakan oleh Pemerintah DaerakinBi DKI Jakarta
PUSKUD. Sarana- sarana tersebut adalah :

a) Timbangan;

b) Soundsystem;

c) Gerobak dorong;

d) Keranjang ikan atau basket; dan
e) Mesin hitung.

Hasil wawancara terhadap beberapa nelayan dipeirdi@imasi bahwa TPI
memiliki fasilitas yang cukup memadai, beberapaysh yang lain mengatakan
bahwa terdapat fasilitas yang sudah tidak layakulurtigunakan lagi seperti
keranjang ikan, timbangan, gerobak dorong, dan kugangnya lampu di sekitar
lingkungan TPIl. Untuk pemeliharaan fasilitas dalafala kecil diserahkan
kepada PUSKUD, tetapi untuk pemeliharaan dalamadkasar diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selain adanya fasilitas tersebut, maka untuk meamuykkelancaran
pelaksanaan lelang harus dibantu oleh beberap& pdrag terkait, diantaranya
adalah :

a) Juru tawar

b) Juru timbang;

c) Juru karcis lelang;

d) Juru buku Pembeli;

e) Juru buku nelayan;

f) Kasir pembel;

g) Kasir nelayan;

h) Juru hitung; dan

1) Aparat keamanan yaitu Syahbandar, Himpunan Nel&&nruh Indonesia
(HNSI), dan Satuan Polisi Air.

Untuk dapat diadakan lelang ikan, maka harus mehiesyarat-syarat sebagai

berikut :

a) Harus ada nelayan dan ikannya,;

b) Harus ada pedagang sebagai pembeli; dan
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c) Harus ada petugas TPI. Petugas TPI tersebut meliput Lelang, Juru Tulis
dan Juru Karcis.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa miskag pelaksanaan lelang di

TPI Muara Angke adalah sebagai berikut :

2.6.1.1. Tahap Pra Lelang
Dalam tahap ini, kapal perikanan yang masuk di MBara Angke atau

nelayannya wajib melapor ke pos bersama untuk pksa@an dan mendapatkan
nomor urut bongkar dari petugas Serikat Petugasr8elndonesia (SPSI). Ikan-
ikan tersebut mulai dibongkar pada malam hari dalagkeesokan harinya ikan
dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan diberi esjukdian ikan tersebut akan
diberi nama berdasarkan nama kapal atau perahwkaianjutnya ikan akan
dibawa ke lantai lelang dan diberi nomor urut lglan

Tahap selanjutnya ikan akan ditimbang oleh Jurubaimg. Juru Timbang
akan memberi karcis timbang yang diletakkan di &as. Karcis timbang dibuat
rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan jenis dan bematyang ditimbang.
Karcis pertama ditempatkan pada keranjang ikankdacis kedua sebagai arsip
TPI yang selanjutnya untuk direkap dalam buku tingba

Dari hasil wawancara terhadap beberapa nelayamnotibeinformasi bahwa
tidak ada masalah dengan penimbangan, sebab nelagadirilah yang
menimbang ikan-ikannya. Juru timbang hanya mendaoklan mencatat hasil
penimbangan. Timbangan ikan tidak diragukan lagelkeannya oleh nelayan,
sebab timbangan tersebut selalu mendapat pengedakedPUSKUD.

Tahap akhir sebelum selanjutnya dilakukan lelangladd pendaftaran dan
pengumuman. Pendaftaran ini dibagi menjadi 2 (d@u pendaftaran untuk
pembeli dan pendaftaran untuk nelayan. Pendaftantuk nelayan terjadi secara
otomatis, maksudnya adalah bahwa dengan nelayayemadtkan ikannya kepada
TPI untuk ditimbang dan dicatat, maka berarti tetilakukan pendaftaran dan
selanjutnya Juru buku nelayan bertugas mencataa kaal atau nama nelayan,
tempat tinggal, jenis dan berat ikan yang dilelaagdalam buku nelayan, selain
itu juga mencatat transaksi lelang setiap nelagam kemudian nelayan akan

diberi karcis sebagai tanda telah dicatat dan damgnya ikan yang dilelang.
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Pendaftaran untuk peserta lelang atau pembeliudikak oleh Juru buku pembeli.
Juru buku pembeli bertugas mencatat nama dan tetmgmal pembeli yang
bersangkutan, serta bertugas mencatat transaksiglehasing-masing pembeli.
Ketika melakukan pendaftaran juga disertai dengamlayaran uang jaminan
penawaran, tetapi tidak semua pembeli membayarnya.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa nelayart dégnukakan bahwa
setiap akan diadakan lelang selalu dilakukan peterat atau pendaftaran
mengenai nama nelayan, jenis dan jumlah ikan yabgwé oleh nelayan, dan
kemudian menempelkan karcis pada keranjang ikarg ytetah diberi nama
nelayan yang bersangkutan.

Hasil wawancara terhadap beberapa pembeli diketzthwa para pembeli
tersebut tidak ada permasalahan dalam pendaftaesdaftaran hanya dilakukan
oleh pembeli baru, sedangkan pembeli lama sudatk gebrlu mendaftar lagi
karena mereka sudah terbiasa melakukan lelang.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa pembeli mgkikan bahwa
pengumuman lelang tetap dilakukan meskipun sebgaapara pembeli telah
mengetahui adanya lelang. Pengumuman dilakukan péthgas TPI melalui
mikrofon dan hanya dilakukan di sekitar TPI, kar@pada dasarnya para pembeli
telah terbiasa dengan adanya lelang. Pengumumatilakkukan hanya sebagai
tanda bahwa akan dimulainya lelang dan biasanydeketelah menunggu di TPI
hingga lelang dimulai. Bersamaan dengan dilakukanpgngumuman, maka

nelayan dan petugas TPl mempersiapkan ikannya.

2.6.1.2. Tahap Pelaksanaan Lelang
Apabila semua persyaratan lelang seperti penimlmangan dan
pendaftaran untuk mengikuti lelang telah dilakukamka lelang siap untuk
dimulai. Ikan dilelang secara terbuka untuk umumgade penawaran harga secara
meningkat. Tahap penawaran ini dilakukan oleh lielang dan dibantu oleh
Juru Karcis Lelang. Keseluruhan harga ikan yanguk&e TPI ditentukan oleh
Kepala TPI, sedangkan harga awal ikan hari ini nditean berdasarkan
penawaran harga pada hari sebelumnya. Dalam mdmaentiarga tersebut,

nelayan tidak ikut terlibat. Nelayan hanya menykaahikannya kepada TPI, dan
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untuk selanjutnya TPl yang menentukan harganyaenéarseperti yang telah
dijelaskan di atas bahwa Dinas Perikanan melakst@amardisasi terhadap harga
ikan dan petugas pelelangan yang berada di TPlaladpétugas dari Dinas
Perikanan.

Penawaran harga dilakukan sebanyak 3 (tiga) kel dluru Lelang dan
apabila pembeli menyetujui harganya maka pembeliushamengangkat
tangannya. Penentuan pembeli pemenang lelang ukantdari pembeli yang
menawar dengan harga tertinggi. Penawaran akaeftedampai sudah tidak ada
lagi yang mengangkat tangan. Semua transaksi ledkag dicatat oleh Juru
Karcis Lelang, kemudian setelah diperoleh pembethgnang lelang maka Juru
Tulis buku pembeli dan Juru Tulis buku nelayan memyai tugas untuk
melaksanakan pencatatan hasil akhir lelang dalantiKd elang dan Buku
Pembeli masing-masing rangkap 2 (dua) dengan wamg berbeda dalam waktu
yang bersamaan dan pada tempat yang terpisah. Watugis lelang lembar
pertama diberikan kepada nelayan, sedangkan kadetamg lembar kedua
diberikan kepada pembeli ikan. Juru buku pembeliugas mencatat nama
pembeli pemenang, tempat tinggal dan nominal yaargshdibayar, sedangkan
Juru buku nelayan bertugas mencatat nama kapal,if@am dan beratnya.

Hasil wawancara terhadap beberapa nelayan menwmukkbagian dari
nelayan mengatakan bahwa dalam hal penentuan badgé baik sesuai dengan
harapan, sedangkan sebagian nelayan lainnya beypericthhwa penentuan harga
lelang masih kurang sesuai dengan yang diharapkalam arti bahwa sering
terdapat jenis ikan yang harganya tidak sesuaiategigng diharapkan.

Sebenarnya dengan adanya pelelangan ikan melaluih@dRya ikan akan
dikendalikan atau distabilkan sehingga harga ikdaktmungkin akan dijual di
bawah standar harga. Tujuan Pemerintah Daerah heaggmarakan pelelangan
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.6.1.3. Tahap Pasca lelang
Pelaksanaan akhir dari lelang ikan adalah mentatadaksi yang dilakukan
pembeli pemenang lelang dan nelayan, serta dilayka pembayaran harga

lelang dan dilakukan penyerahan barang. Juru batayan bertugas mencatat
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transaksi lelang masing-masing nelayan, sedangkanhuku pembeli bertugas

mencatat transaksi lelang masing-masing pembelu Barcis lelang bertugas

membuat Surat Permintaan Uang atau SPU bagi neldganSurat Pembayaran

Pembeli (SPP) bagi pembeli. Apabila kedua suraetart telah diberikan kepada

pembeli dan nelayan, maka pembeli membayar hdaiidekepada Kasir dengan

ditambah retribusi yaitu sebesar 2 % (dua persealanjutnya Kasir yang
menerima karcis lelang dari pembeli ikan untuk kiitudengan Surat Pembayaran

Pembeli (SPP) yang dibuat rangkap 2 (dua) dengamawzerbeda yang diberikan

kepada :

a) lembar ke-1 diberikan kepada pembeli ikan unté&mbayar ikan yang
dibelinya, selanjutnya di serahkan kembali sebbagkii pembayaran.

b) lembar ke-2 diberikan kepada Kepala Urusan Kgaa sebagai arsip.

Hasil wawancara dengan beberapa nelayan menunjuiédawa sebagian
nelayan mengatakan telah terjadi ketidaklancaranbpgaran harga lelang oleh
pembeli, sedangkan sebagian lainnya menilai pennéagga cukup lancar karena
tidak semua pembeli berhutang. Nelayan sebagakpiaag dirugikan, karena
pembayaran harga lelang belum lunas tetapi ikambsullbawa oleh pembeli.
Mengingat sifat dari ikan yang mudah membusuk daakttersedianya tempat
penyimpanan ikan yang disediakan secara gratis makkyan harus
menyerahkan ikannya kepada pembeli. Mengenai pesnbiaykepada nelayan
akan diselesaikan TPI dengan dana yang dipinjard&arkKUD.

Bagi nelayan yang ikannya telah terjual, maka ak®merima uang dari
Kasir Nelayan setelah dipotong untuk retribusiwyaibesar 3 % (tiga persen) dari
jumlah lelangannya, selanjutnya Kasir Nelayan lgarsumenerima karcis lelang
dari nelayan untuk ditukar dengan Surat Pengamhilang (SPU) yang dibuat
rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda yang dibekkpada :

a) lembar ke-1 diberikan kepada nelayan untuk pendamhiang kemudian
diserahkan kembali kepada nelayan sebagai buktah teimelakukan
pengambilan uang.

b) lembar ke-2 diberikan kepada Kepala Urusan Keuasghagai arsip.

c) lembar ke-3 diberikan kepada Kepala Teknik Lelantyk dicatat dalam buku
produksi.
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Uang hasil retribusi 5 % (lima persen) tersebuemiskan kepada Kepala
Urusan Keuangan yang diketahui oleh Kepala TPId#dam waktu 24 (dua puluh
empat) jam untuk disetorkan pada masing-masing Kegala Urusan Keuangan
menyiapkan bukti setor masing-masing rangkap 6ni@rman menyetorkan pada
rekening pos masing-masing. Retribusi sebesar Bma persen) yang dipungut
dari nelayan sebesar 3 % (tiga persen) dan darbelesebesar 2 % (dua persen)
tersebut digunakan untuk:

a) 0,90 % (nol koma sembilan puluh persen) untuk Peradr Daerah Provinsi
DKI Jakarta;

b) 0,95 % (nol koma sembilan puluh lima persen) unRémerintah Daerah
Kotamadya Jakarta Utara;

c) 0,50 % (nol koma lima puluh persen) untuk Tabungalayan yang dikelola
oleh KUD Mina Baruna;

d) 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tgamnpenjual yang
dikelola oleh KUD Mina Baruna;

e) 0,45 % (nol koma empat puluh lima persen) untuk @sosial nelayan dan
kecelakaan di laut yang dikelola oleh KUD Mina Baay

f) 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Dpeagembangan KUD
Mina Baruna;

g) 0,50 % (nol koma lima puluh persen) untuk Dana ki#cgang dikelola oleh
PUSKUD Mina Baruna;

h) 0,20 % (nol koma dua puluh persen) untuk Dana asusgmng dikelola oleh
PUSKUD Mina Baruna,

i) 0,85 % (nol koma delapan puluh lima persen) untakd penyelenggaraan
lelang;

j) 0,10 % (nol koma sepuluh persen) untuk Dana peeswEP|; dan

k) 0,05 % (nol koma nol lima persen) untuk Dana perggngan PUSKUD
Mina Baruna.
Mengenai hasil lelang tersebut setiap bulannyashdiaporkan oleh Kepala

TPI kepada :

a) Dinas Perikanan DKI Jakarta;

b) PUSKUD Mina Jaya Provinsi DKI Jakarta; dan
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c) TPl Muara angke.

Setiap harinya Kepala TPI harus melaporkannya lepatD Mina Baruna.

Retribusi 5 % (lima persen) tersebut akan disetorkelalui :
a) Rekening KUD Mina Baruna sebesar 1,45 % (satu kempat puluh lima
persen);
b) Rekening PUSKUD Mina Jaya sebesar 0,70 % (nol kioda puluh persen);
c) Rekening Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakart@sabl,90 % (satu koma
sembilan puluh persen); dan
d) Rekening Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Wevasar 0,95 % (nol
koma sembilan puluh lima persen).

Hasil wawancara terhadap beberapa nelayan menwamut@hwa nelayan
tersebut telah memahami arti dan kegunaan darbustryang dikenakan kepada
mereka sebesar 3% terhadap hasil penjualan diiBPini dikarenakan nelayan
telah mengetahui bahwa sebagian dari retribustibetguga akan kembali kepada
mereka dalam bentuk tabungan, dana sosial atalakee&a, dana paceklik, dan
pengembalian dalam bentuk jasa. Hanya saja mengdokasi pemanfaatan
retribusi untuk Pemerintah Provinsi dan Kotamadgeng dipertanyakan oleh
sebagian nelayan. Beberapa nelayan tersebut megagarghwa pengembalian
dana retribusi sebesar 0,95 % untuk KotamadyaOdad % untuk Pemerintah
Provinsi tidak sesuai dengan perhatian yang diberkepada kehidupan nelayan.
Pendapat nelayan tersebut dapat dibenarkan kamsidaktahuan mereka atas
bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi atau éfetah Kotamadya.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambardiwbanelayan merasa bahwa
bantuan terhadap nelayan sering di nilai tidakttepaaran, terbukti juga masih
banyaknya nelayan yang hidup di bawah garis kemaskidan memiliki tempat
tinggal yang kurang layak.

2.7. Analisis Terhadap Lelang lkan di Tempat Pelelangan Ikan
Dihubungkan Dengan Ketentuan L elang Yang Berlaku di Indonesia.
Pelaksanaan Lelang lkan menurut Keputusan Gub&mpala DKI Jakarta

Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara PenyeleaggdPelelangan lkan ini

berbeda dengan pelaksanaan lelang menurut Perafdemteri Keuangan
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Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanhdafang. Selain itu
berdasarkanvendu ReglemenfVR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang
dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikdak tdilakukan di hadapan
pejabat lelang sebagaimana lelang pada umurinya.

Tahap awal setelah dilakukan persiapan oleh parayare adalah
dilakukannya pendaftaran, pendaftaran tersebutshdigertai dengan persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Gubétapala DKI Jakarta
Nomor 149 Tahun 1994. Sedangkan menurut Pasal YatuPen Menteri
Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 bahwa apabila pénpeamaksud untuk
melakukan penjualan secara lelang, maka wajib njekaa surat permohonan
lelang secara tertulis kepada KPKNL atau PemimmalaiBLelang yang disertai
dengan dokumen persyaratan lelang. Kantor lelangentakan syarat-syarat
umum dalam pelaksanaan lelang, sedangkan penjpak daenentukan syarat-
syarat lelang yang bersifat khusus yang tidak babehtentangan dengan
persyaratan umum lelang dan Peraturan Perundaragigad yang berlaku

Dilihat dari permohonan lelang yang disertai dengalanya persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuangBiomor:
93/PMK.06/2010. Diterangkan dalam lelang barangefent terdapat dokumen-
dokumen yang menjadi syarat sahnya lelang, semltiar barang yang
merupakan dokumen persyaratan lelang yang bersifiain dan dokumen yang
menyatakan keabsahan atas barang yang akan dj.l&adangkan dalam lelang
ikan penjual dan pembeli hanya wajib terdaftar gabpengikut lelang dan bagi
penjual harus memiliki Izin Usaha Perikanan dastansi yang berwenang yang
menunjukan bahwa ikan yang telah di tangkap dan dk#&lang tersebut adalah
miliknya.

Tahap selanjutnya setelah pendaftaran adalah agemgumuman. Dalam
lelang ikan, pengumuman dilakukan oleh petugas MBlalui mikrofon yang
lamanya kurang lebih 1 (satu) jam. Pengumuman hditgkukan di lingkungan
TPI, karena peserta yang akan mengikuti lelang Rii fersebut adalah peserta

yang biasa mengikuti lelang di TPI tersebut. Suakang tidak dapat dikatakan

*! Direktorat Pajak Tidak Langsung, Himpunan Surat-Surat Edaran dan Surat-Surat
Keputusan Mengenai Lelang Menurut Kelompok Masalah, (Jakarta: Direktorat Pajak Tidak
Langsung, 1978), hal. 18.
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sah apabila tidak didahului dengan pengumuman. Eleigpengumuman ini
tidak diatur lebih lanjut dalam Keputusan Guberi{epala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994. Sehinggéh&trbahwa pengumuman
yang dilaksanakan secara tradisional di TPI iniyhasebagai formalitas agar
terpenuhinya syarat pengumuman sebagaimana ledatagymumnya.

Menurut pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Non&88/PMK.06/2010
mengatur suatu penjualan secara lelang wajib didaliengan pengumuman
lelang. Pengumuman lelang ini dimaksudkan untuk ghenpun peminat dan
mengundang atau memberitahukan kepada pihak yakgdemtingan untuk turut
hadir dalam lelang tersebut. Untuk lelang baramgpteliumumkan 1 (satu) kali
melalui surat kabar harian yang sekurang-kurangnyéujuh) hari sebelum
pelaksanaan lelang. Untuk barang bergerak diumurbkgatu) kali melalui surat
kabar harian sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebglelaksanaan lelang.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengumudsam lelang ikan
berbeda dengan pengumuman dalam lelang biasa,nhaikarenakan dalam
lelang biasa mengharuskan adanya pengumuman sgkkueamgnya 5 (lima)
hari sampai 7 (tujuh) hari sebelum lelang melaluat kabar, maka dalam lelang
ikan hal tersebut tidak dapat dilakukan. Lelangnildilaksanakan setiap hari
karena melihat dari sifat ikan tersebut yang mudabmbusuk, sehingga
memerlukan waktu yang cepat untuk dilakukan leldag tidak memungkinkan
jika harus mengumumkan melalui surat kabar haflatapi ada baiknya dalam
pelelangan ikan sekali waktu dilakukan pengumumahalmi surat kabar pada
saat-saat tertentu misalnya untuk lelang diakhuaatau lelang di hari besar
agar dapat menjaring peserta lelang yang baruidak itu-itu saja.

Setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan. {@amgian penawaran
lelang tersebut akan diperhitungkan sebagai pemaayharga lelang apabila
pembeli tidak melunasi pembayaran hasil lelang esedangan ketentuan atau
wanprestasi, tetapi dalam lelang ikan tidak semeenheli membayar uang
jaminan penawaran. Karena pada prakteknya hanyagieyang baru saja yang
wajib membayar uang jaminan.

Menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Non@3/PMK.06/2010

bahwa adanya keharusan peserta lelang menyetofjaraimgan penawaran lelang
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kecuali pada lelang kayu jati dari tangan pertanaa tklang sukarela eks
kedutaan, lelang sukarela barang bergerak padaskamzerikat.

Tahap selanjutnya yang paling penting dalam sueland adalah tahap
penawaran harga. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2tusapuGubernur Kepala
DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 pelelangan iklakslanakan dengan sistem
penawaran meningkat untuk mencapai harga penawearamggi. Ketika terjadi
penawaran, Juru Lelang dibantu oleh salah seoratug@s. Petugas tersebut akan
menyebutkan nama pemilik ikan, jenis ikan dan Imgatsedangkan Juru Lelang
yang menentukan harga dan menentukan pemenangoya. L&lang akan
memberikan penawaran sebanyak 3 (tiga) kali sebedmrnya diperoleh
seorang pembeli sebagai pemenang lelang. PenaWwarga merupakan hal yang
paling penting dalam suatu lelang, karena denganyadpenawaran maka akan
diperoleh pemenang lelang.

Penawaran harga dalam lelang ikan telah dilakukesuas dengan
penawaran harga pada lelang biasa, seperti yarigamer dalam Pasal 54
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/20Hhwa penawaran lelang
dapat dilakukan secara langsung dan atau tidalslsrggdengan cara
a) Lisan, semakin meningkat atau menurun;

b) Tertulis; dan
c) Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal gvearan tertinggi belum
mencapai limit.

Dalam penawaran harga antara lelang ikan dengamgehenurut Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 terdapatb@daan yaitu pada
penentuan nilai limit. Lelang ikan tidak mengendaiaya penentuan nilai limit,
dikarenakan standar harga pokok telah ditentukagh oDinas Perikanan
berdasarkan berat dan jenis ikan yang telah digmgkeh nelayan. Padahal nilai
limit ini perlu ditentukan agar menjadi acuan dalamanentukan besarnya uang
jaminan yang harus diberikan oleh calon pembelreKa dalam lelang ikan tidak
ditentukan mengenai nilai limit maka pemberian ugmginan oleh calon pembeli
barupun tidak tentu jumlahnya, bahkan pada calombeé lama tidak ada

pembayaran uang jaminan.
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Tahap selanjutnya setelah penawaran dan diperel@lemang lelang adalah
pembayaran harga lelang berikut retribusinya dama c@enyetorannya.
Pembayarannya adalah pembeli membayar hasil Iddapgda Kasir Pelelangan
beserta retribusinya sebesar 2% (dua persen), jsElgm Kasir Pelelangan
bertugas menerima karcis lelang dari pembeli ikatulki ditukar dengan tanda
bukti pembayaran. Penjual akan menerima uang dasirkPelelangan setelah
dipotong untuk retribusi yaitu sebesar 3% (tigaspe) dari jumlah lelangannya.
Besarnya tarif retribusi tersebut telah ditentukdalam Pasal 7 Huruf f
,Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 148uhal994.

Pembayaran retribusi tersebut harus dilakukan aecemai atau lunas dan
diberikan tanda bukti pembayaran serta akan didalam buku penerimaan.

Mekanisme pelaporan produksi dan nilai lelang dikan oleh TPI kepada
PUSKUD Mina Jaya paling lambat 3 (tiga) hari sdteiatup bulan, sedangkan
PUSKUD harus melaporkan kepada Dinas PerikanarKeéutan paling lambat
10 (sepuluh) hari setelah tutup bulan.

Menurut Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Non83/PMK.06/2010
bahwa pembayaran harga lelang dilakukan secaradtamadengan cek atau giro
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksan&lang. Jika pembayaran
diluar ketentuan maka harus mendapat izin dari BfenMenurut Pasal 72
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/20abwa penyetoran hasil
bersih lelang kepada penjual paling lambat 3 (tiga) kerja setelah pembayaran
diterima oleh Bendaharawan Penerima KPKNL, kemudBendaharawan
Penerima KPKNL akan menyetorkan Bea Lelang dankPRgnghasilan ke kas
negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pgaran diterima.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/20hgenal adanya
Bea Lelang, sedangkan dalam lelang ikan dikenahyadd&etribusi. Menurut
Pasal 1 ayat 31 yang dimaksud Bea Lelang adalagdrepberdasarkan peraturan
perundang-undangan dikenakan atas setiap pelaksdeteng yang berupa
Penerimaan Negara Bukan Pajak, sedangkan Retmioiadah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaatata3iémpat Pelelangan Ikan
termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnyagydibangun di tempat

pelelangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentiogamg pribadi atau badan
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Perbedaan antara Bea Lelang dan Retribusi ad&aiBga Lelang masuk ke Kas
Negara, sedangkan Retribusi masuk ke Kas Daerah.

Tahap akhir dari pelaksanaan lelang ikan ini adalahgan dilakukannya
penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. risegng telah penulis
kemukakan di atas, bahwa ikan harus diserahkarndkegpambeli meskipun harga
lelang belum dibayar. lkan harus diserahkan memgirsgfat dari ikan yang
mudah membusuk.

Menurut Pasal 67 Peraturan Menteri Keuangan Non®&/PMK.06/2010,
bahwa pembeli tidak boleh menguasai barang yargidya sebelum memenuhi
kewajiban membayar harga lelang dan pajak atauytangsah lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Begitu jugaunmePasal 1457 KUH
Perdata tentang kewajiban dalam jual beli, yaitu :

a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yangbi§epada pembeli, dan
b) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang d#ng)i kepada penjual.

Menurut Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban membhgega merupakan
kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. IBgimharus menyelesaikan
pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan bawahdeli tidak akan ada
artinya tanpa pembayaran harga.

Dengan berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut bpbmgerahan barang
dilakukan ketika pembeli telah melakukan pembayabzaiam lelang ikan, hal
yang tidak mungkin apabila menunda penyerahan bamleh karenanya yang
harus ditegaskan adalah aturan bahwa dilakukanayd@yaran secara tunai dan
menghapuskan pungutan tidak resmi atas tempat mppayian ikan atagold
storage.Selain itu memaksimalkan fungsi KUD yaitu dengaracmeminjamkan
uang kepada pemenang lelang untuk segera membegpyad nelayan mengingat
setiap peserta lelang adalah anggota koperasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai gaba@an lelang ikan
tersebut, dapat ditarik perbedaan antara tahaplaksamaan lelang ikan dan
pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri KeuangNomor:
93/PMK.06/2010. Perbedaan tersebut adalah :

a) Dalam tahap awal pelaksanaan lelang ikan, pengumuoyaadilakukan secara

sederhana di lingkungan TPI oleh Petugas TPI mehalkrofon, dan hanya
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beberapa menit sebelum lelang dimulai, sedangkagymeuman dalam lelang
menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMRO@L0 dilakukan

melalui surat kabar harian dan jangka waktunyaaddal (lima) hari sampai 7
(tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang.

b) Dalam lelang ikan tidak didahului dengan permohote&lang, melainkan
hanya pendaftaran bagi pembeli dan penjual yang akangikuti lelang,
sedangkan dalam lelang menurut Peraturan Mentedamkgan Nomor :
93/PMK.06/2010 ada permohonan lelang yang diseltaigan pemeriksaan
terhadap kelengkapan dokumen atau alat bukti @éathéahan barang tersebut;

c) Dalam lelang ikan tidak mengenal adanya penentuan limit, dikarenakan
standar harga pokok telah ditentukan oleh Dinask&®an berdasarkan berat
dan jenis ikan yang telah ditangkap oleh nelayasm Dang jaminan hanya
diperuntukkan bagi pembeli baru dan pembeli land@ktiperlu ada uang
jaminan, sedangkan dalam lelang menurut Peratuemtévi Keuangan Nomor
: 93/PMK.06/2010 tersebut ditentukan mengenai difait dan diwajibkan
adanya uang jaminan;

d) Lelang ikan diadakan di hadapan Kepala Pelelangan Retugas TPI, oleh
karena lelang ikan merupakan lelang yang dikecaalidehVendu Reglement
(VR) karena tidak dilaksanakan di hadapan Pejabalang. Sedangkan
pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuandomor
93/PMK.06/2010 lelang diadakan di hadapan Pejabkrng.

e) Tahap akhir lelang ikan tidak disertai dengan peatdiu Risalah Lelang,
sedangkan dalam lelang menurut Peraturan Menteviakgan pada tahap
pasca lelang akan dibuatkan Akta Risalah Lelaniy Blgabat Lelang.

Dari hasil pembahasan antara pelaksanaan lelangliéagan jual beli pada
umumnya dan dengan pelaksanaan lelang menurutuReTatlenteri Keuangan
Nomor : 93/PMK.06/2010, maka dapat disimpulkan bahyelaksanaan lelang
ikan berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada nyaunbalam praktek jual
beli, penjualan tidak diadakan di hadapan Pejalmariy dan tidak didahului
dengan pengumuman dan dalam jual beli pada umuggahanya terjadi tawar
menawar dan kesepakatan harga antara penjual dabepgjika telah terjadi
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kesepakatan harga maka barang akan diserahkankdanddayarkan sejumlah
uang atas harga barang tersebut.

Persamaan banyak ditemukan antara lelang ikanadetedang menurut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/20P@rsamaan tersebut
misalnya cara melakukan penjualannya yang diaddkaruka umum di hadapan
Pejabat Lelang atau Juru Lelang, dengan didahulemgpmuman untuk
mengumpulkan peminat, dan adanya penawaran haikymai& atau turun-turun
untuk mencapai harga.

Mengenai kurangnya fasilitas dalam TPl sepertip@npenyimpanan ikan
yang disediakan secara cuma-cuma, keranjang ikantioddbangan yang sudah
mulai rusak. Selain itu kurang profesionalnya patudPl, perlu segera dicari
jalan penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah F&ioRikKl Jakarta. Pemerintah
Daerah melalui Dinas Perikanan dapat menambahkierdea fasilitas dengan
menggunakan uang retribusi yang secara rutin dikageoleh para peserta lelang
dan juga melakukan kontrol terhadap kinerja petuRlsagar lebih profesional
dalam melaksanakan tugasnya dan mencari jalanrkbhag petugas TPI yang
tidak berada di TPI untuk melaksanakan tugasny&hblatersebut dapat terjadi
karena kurangnya pembinaan dan pelatihan terha@#fypgas TPl selain itu
kurangnya kesejahteraan yang diperoleh petugas URiuk mengatasi hal
tersebut tentunya sangat diharapkan adanya per@ndsgi Pemerintah Daerah,
baik dengan cara meningkatkan kesejahteraan petliBasdan keluarganya

maupun memberikan bimbingan atau pelatihan.

2.8. Perlindungan Hukum Bagi Penjual (Nelayan) Terhadap Pemenang
Lelang Yang Wanprestasi.
2.8.1 Hasl penditian
Menurut Pasal 13 ayat 2 Keputusan Gubernur Kep#laJakarta Nomor

149 Tahun 1994, Lelang ikan dilakukan di hadapaormardengan cara penawaran
meningkat dan kepada pemenang lelang wajib memiteyga ikan secara tunai
atau lunas. Tujuan utama Pemerintah Daerah memgdeskan lelang ikan
adalah agar nelayan mendapatkan harga tertinggitethindar dari monopoli
pedagang ikan dan tengkulak. Dengan kata lain, y@d&ang ikan diharapkan
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dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayankdmrarganya, serta dapat
memberikan perlindungan hukum kepada nelayan s@lekjual ikan.

Pembayaran harga lelang merupakan hal yang paéngng dari adanya
lelang ikan ini, sebab setiap harinya nelayan meufikan biaya untuk melaut.
Mengingat pembayaran harga lelang merupakan halg yaenting, maka
seharusnya para pembeli yang membeli ikan melaRli hembayar tunai atau
lunas setiap kali selesai mengikuti lelang. Dalanakiek justru sebaliknya, para
pembeli melanggar aturan yang telah ditetapkanndaf@putusan Gubernur
Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 yaitu tidaémbayar harga lelang
secara lunas, tetapi pembeli telah membawa ikag teglah mereka beli. Memang
tidak semua pembeli wanprestasi terhadap pembaysstpi hampir sebagian
pembeli pernah melakukan wanprestasi.

Tidak semua pembeli yang mengikuti lelang di TPalad pembeli yang
memiliki banyak modal. Banyak pembeli yang memihkodal kecil atau bahkan
tanpa modal dan hanya mengandalkan pada hasil gi@njsetelah lelang atau
dana pinjaman. Pembeli kategori ini pada umumnyirdinasi pembeli skala
kecil dan terjadi di sebagian TPI, akibatnya apalhibsil lelang merugi atau
pembayarannya tertunda oleh pihak ketiga (indwsBii pedagang pengecer),
maka pembayaran terhadap TPI atau nelayan jugentiert

Adanya uang jaminan pada saat sebelum dilakukatelgag sebenarnya
menjadi hal yang sangat penting terutama ketilgafgat pembeli yang berhutang,
tetapi tidak semua pembeli membayar uang jaminaavaran walaupun hal ini
diatur dengan jelas dalam Pasal 8 Huruf e Keput@abernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 sebagaat calon pembeli
ikan. Bukan hal yang tidak mungkin apabila pemksta juga akan berhutang.
Hutangnya para pembeli tersebut juga tidak dipgkiam, hal itu akan makin
mempersulit bagi TPI dan KUD untuk menagih hutaegbpeli. Belum lagi jika
pembeli tidak diketahui keberadaannya.

Melihat kenyataan tersebut, maka hak-hak nelaydanbesepenuhnya
mendapat perlindungan dari TPI, hal tersebut tidakanding dengan adanya
retribusi yang dikenakan kepada nelayan. Setiaprkahgikuti lelang, nelayan
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harus membayar retribusi sebesar 3 % (tiga persda) tetapi setiap selesai
lelang nelayan tidak dapat menerima pembayararahlel@ng sepenuhnya.

Selain permasalahan mengenai Kekurangan Pembayagkmg lkan
(KPLI), TPI juga dihadapkan pada permasalahan nmaigaglanya penjualan ikan
di luar TPI, tetapi permasalahan tersebut tidakaltermenyulitkan bagi TPI.
Penjualan ikan di luar TPI biasanya dilakukan olefayan pada saat tidak terjadi
lelang. Nelayan menjual ikannya langsung kepadabpértanpa melalui TPI, hal
ini dilakukan nelayan karena nelayan telah meminjamg kepada pembeli yang
digunakan untuk biaya melaut dan sebagai gantiglayan harus menjual
ikannya kepada pembeli yang bersangkutan. Haknmadi karena nelayan sudah
banyak menghutang pada KUD untuk memenuhi kebututetmari-harinya,
sehingga untuk dapat melunasi hutang kepada KURyael meminjam uang

kepada pedagang ikan atau pembeli.

2.8.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadiapggaran terhadap
Pasal 14 ayat 3 Keputusan Gubernur Kepala DKI fakéomor 149 Tahun 1994.
Berdasarkan Pasal tersebut telah diketahui bahmaaspembayaran harga lelang
harus dilakukan secara tunai, tetapi mengapa padgakaannya banyak pembeli
yang belum melaksanakan hal itu. Pembeli dapatubérseenaknya setelah
menerima barang yang dilelang, hal itu menunjukkahwa masih lemahnya
Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149uhah994 tersebut,
karena Peraturan Daerah itu hanya mengatur mengané&si tergolong ringan
yang harus dikenakan terhadap pembeli yang wamsiesbeharusnya jika
pembeli belum membayar harga lelang, maka ikark tahpat diserahkan. Jika
tersedia tempat penyimpanan ikan yang memadaiidak dipungut biaya sewa
lagi maka hal ini tidak akan terjadi karena ikamgadidak di simpan dcold
storageakan mudah membusuk dan keadaan ini memaksa nekaganuntuk
segera menyerahkan ikannya kepada pembeli.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan pembeli adalahgale membawa
terlebih dahulu ikan yang telah dibelinya, kemudidak melakukan pembayaran

harga lelang hingga waktu yang tidak dapat ditesntiuk
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Menurut Pasal 71 ayat 1 Peraturan Menteri Keuang&mor
93/PMK.06/2010 pembayaran harga lelang dilakukaarsetunai atau cek / giro
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelakaanklang. Peraturan Menteri
Keuangan memberikan tenggang waktu selama 3 (liga) untuk melakukan
pembayaran. Karena itu dalam lelang ikan seharuspgmbeli menunda
pembayaran hanya sampai 3 (tiga) hari, kemudian da@pat mengambil ikannya
setelah melakukan pelunasan harga lelang. Tetapy yarjadi justru pembeli
tidak memberitahu kapan akan membayar harga lelang.

Mengenai penyerahan barang atau ikan dalam lelkag ini berbeda
halnya dengan penyerahan barang dalam lelang barangrut Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010. Tahap perjanjieabendaan atalevering
atau penyerahan pada penjualan lelang adalah seathnya kepemilikan dari
penjual kepada pembeli. Mengenai penyerahan bapemgturan lelang tidak ada
yang mengatur, karenanya berlaku ketentuan hukummumtau KUH Perdata
tentang penyerahan barang. Menurut Pasal 1474 KéidaR, penjual memiliki
kewajiban untuk:

a) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diseraképada pembeli
hingga saat penyerahannya; dan

b) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat y#aiy deéentukan atau jika
tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pemb

Berdasarkan klausul risalah lelang, ketentuan Kl#id&a kedudukan penjual

adalah sebagai berikut :

a) Penjual mempunyai tanggung jawab menyerahkan bayangdan
menanggungnya (Pasal 1474 KUH Perdata), sehingg@aniggung jawab atas
kebenaran atau atas cacat tersembunyi barang jlatand;

b) Tanggung jawab tersebut dikecualikan dengan alasan
1. Klausul risalah lelang telah mengatur “kekurangam dkerusakan yang

terlihat”;

2. Kekurangan dan kerusakan yang tidak terlihat”; dan
3. Cacat tidak mengakibatkan pembatalan penjualan.
c) Pasal 1506 KUH Perdata memungkinkan diperjanjikahwa penjual tidak

diwajibkan menanggung sesuatu apapun.
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Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bar&ag diserahkan penjual
kepada pembeli, setelah pembeli membayar harga tgdaly disepakati. Dalam
lelang ikan yang terjadi justru sebaliknya yaitunjpal akan menyerahkan
ikannya terlebih dahulu, sementara pembayaran Halgag tertunda atau tidak
terbayarkan. Jika hal demikian dibiarkan terusathyjlalu bagaimana dengan
perlindungan hukum yang diberikan kepada nelayagarApelaksanaan lelang
dapat berjalan dengan baik dan lancar, seharustggperbaikan dalam sistem
pelaksanaan lelang ikan di TPI, seperti memberikakti pelunasan bagi yang
pembeli yang telah membayarkan harga lelang, menakan yang belum
terbayar lunas di tempat penyimpanan ikan yang rdangan terjalin komunikasi
yang baik antara Pemerintah Daerah, TPI, nelayarpdmbeli.

Upaya hukum yang saat ini dilakukan oleh TPl Mu&wagke adalah
membentuk Tim yang dikomandani oleh Bapak Ahmadaddnselaku Kepala
TPI Muara Angke yang mempunyai tugas antara lain :

a) Membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPRitlg harus
ditandatangani pembeli. Surat tersebut berisi megigkesanggupan pembeli
akan menyelesaikan tunggakan pembayaran lelang jut@a waktu akan
membayarnya,

b) Setiap pembeli wajib menyelesaikan kekuranganhbagaran lelang sebelum
mengikuti lelang berikutnya ; dan

c) Melakukan gugatan terhadap harta pribadi pendpabila cara-cara tersebut
tidak dapat dilakukan.

Menurut penulis upaya hukum yang saat ini berlakdindgjkungan TPI
kurang efektif. Karena pada prakteknya SPPH yanah teliberikan kepada
pembeli tidak membuat pembeli membayar harga letepgt pada waktunya,
karena di antara peserta lelang ada perasaandrddkjika menagih hutang pada
teman sendiri. Sehingga pada akhirnya penjual hamgaunggu sampai hutang
itu dibayarkan kepadanya. Begitu juga dengan upakam untuk menyelesaikan
kekurangan pembayaran sebelum mengikuti lelangkitesa. Hal ini juga
kurang efektif karena pada prakteknya semua catnbpli baik yang sudah
lunas melakukan pembayaran harga lelang maupun iyesih ada kekurangan

pembayaran harga lelang dapat mengikuti lelangrsepari-hari sebelumnya.
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Karena semua calon pembeli adalah orang-orang sadgh kenal satu dengan
yang lainnya, sehingga ada perasaan tidak enalaglkabeberapa calon pembeli
yang tidak boleh mengikuti lelang hanya karena kgralalam melakukan
pembayaran, sehingga para peserta lelang cendbausigappermissivekepada
para pembeli yang berhutang. Pada upaya hukumaketignurut penulis juga
kurang efektif karena upaya hukum yang terakhirdaiam prakteknya belum
pernah dilakukan oleh pihak TPI.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa penjiaardi luar TPI telah
melanggar Pasal 16 Keputusan Gubernur Kepala D&érabus Ibukota Jakarta
Nomor 149 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa: “Pahdiédang dilarang
mengambil sebagian atau seluruhnya ikan yang sddabsukkan ke Tempat
Pelelangan Ikan untuk dilelang di tempat lain taizpadari Kepala Pelelangan”.

Selain terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 tersednjualan ikan di luar
TPI juga mengakibatkan terjadinya penurunan hathly yang akan berdampak
pula pada penurunan pemasukan retribusi ke kasallaB®emasukan retribusi
tersebut akan digunakan sebagai dana perawatampeatabhangunan fasilitas di
TPI Muara Angke.

Penjualan ikan di luar TPI sebenarnya juga merugikalayan itu sendiri,
hal ini dikarenakan harga ikan yang dijual di lpatelangan dapat dipermainkan
oleh pedagang, contohnya adalah dikuranginya bpeata timbangan atau
pedagang akan menawar seenaknya saja. Nelayamtelakadari bahwa dengan
melakukan lelang di TPl maka harga ikan palingkidkan lebih menguntungkan
nelayan, karena harga ikan tersebut akan ditavetr ¢berapa pedagang. Dengan
demikian nelayan dapat berspekulasi dengan hargabigt agar ditawar oleh
pembeli ikan yang lain, dan tentunya pembeli derfgaga tertinggilah yang akan
mendapatkan ikan tersebut.

Mengenai pelanggaran tersebut, maka nelayan danbghenakan
diperingatkan terlebih dahulu. Jika masih terjadiapggaran, maka sanksinya
nelayan dan pembeli tidak boleh mengikuti lelangrBi Muara Angke. Sanksi
tersebut dirasakan kurang tegas. Langkah yang dikempuh oleh TPl adalah
dengan mengefektitkan kembali tim gabungan sistemgawasan masyarakat
yang melibatkan berbagai elemen seperti TNI Angkatut, Syahbandar, Satuan
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Polisi Air, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia d& untuk mengawasi dan
menertibkan kegiatan bongkar kapal perikanan ditaeklermaga TPl Muara
Angke agar masuk dan mengikuti prosedur lelangRli Dperasi penertiban ini
dilakukan untuk menekan terjadinya praktek penjudan tanpa melalui lelang
di TP

Menurut Pasal 35 ayat 2 Peraturan Menteri Keuanddomor:
93/PMK.06/2010 Penentuan Nilai Limit menjadi tanggujawab Penjual atau
Pemilik barang. Lelang ikan tidak mengenal adangmeptuan nilai limit,
dikarenakan standar harga pokok telah ditentuka@h oDinas Perikanan
berdasarkan berat dan jenis ikan yang telah diggmghkeh nelayan. Padahal nilai
limit ini perlu ditentukan agar menjadi acuan dalamanentukan besarnya uang
jaminan yang harus diberikan oleh calon pembeli.

Ikan-ikan tersebut setelah tiba di dermaga langsudlitgnbang dan
dikelompokkan berdasarkan jenisnya kemudian diberikabel harga oleh
Petugas TPI untuk selanjutnya di letakkan di TRukrdilelang. Dalam hal ini
nelayan tidak dilibatkan dalam menentukan harga iteengkapannya sehingga
nelayan bersikap menerima saja atas standar hamgg telah ditentukan oleh
petugas TPl padahal yang mengerti kualitas keaagdannya nelayan itu
sendiri, tetapi nelayan tidak dilibatkan dalam meokan harga ikan. Karena
dalam lelang ikan tidak ditentukan mengenai niiaiitl maka pemberian uang
jaminan oleh calon pembeli barupun tidak tentu aimia, bahkan pada calon
pembeli lama tidak ada pembayaran uang jaminan.

Mengenai pengumuman dalam lelang ikan ini pengumuaye bersifat
tradisional. Pengumuman dilakukan beberapa saaiseblelang ikan dimulai
menggunakan mikrofon. Karena peserta lelang ikasdmnya pedagang ikan di
pasar dan karyawan rumah makan atau restoran yasg mengambil suplai
persediaan ikannya melalui pelelangan ikan, makdalsubiasa dengan
pengumuman lelang seperti ini. Bahkan sebelum pwaogwan dilakukan para
peserta yg sudah biasa tadi telah menunggu di $Ehingga pengumuman
dilakukan dalam hal ini hanya sebagai wujud fortaalisaja. Berbeda dengan
pelaksanaan lelang barang yang pengumumannya allaksn melalui surat

kabar harian. Padahal lelang ikan yang beromsésduluh) Milyar Rupiah per
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malamnya bukankah lebih baik dilakukan pengumumalalon surat kabar untuk
lelang ikan pada akhir pekan yang dapat dilakuleamirsggu sekali atau sebulan
sekali agar menjaring peserta lelang baru dilu@ega lelang yang itu-itu saja
dan selain itu penentuan harga ikan dapat dioptamajika pengumuman lelang
ikan yang lebih modern dilaksanakan.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, TPI,KU$ Mina Jaya dan
KUD Mina Baruna merupakan suatu organ yang bertamggawab terhadap
kesejahteraan nelayan, namun begitu nelayan jugss membantu para organ
tersebut dalam mewujudkan suatu pelelangan ikag park. Pemerintah daerah
melalui Dinas Perikanan harus berani memperbagtesi pembayaran lelang
dengan tepat waktu yaitu dengan cara menerapkaanategas pada mekanisme
pelelangan seperti memberi bukti pelunasan bagg yi@leh membayar lunas
harga lelang dan juga secara kontinyu melakukanbperan dan pengawasan
terhadap karyawan TPI, pedagang dan nelayan. Maeajedi TPI sebaiknya
secara internal dapat menindak tegas petugas yaobah dengan membiarkan
pembeli untuk berhutang atau Pemerintah Daeraht dag@abantu nelayan untuk
mencari pembeli atau pedagang yang baik yang aka&ambantu untuk
meningkatkan nilai jual ikan, misalnya dengan nadlitkarakter pedagang,
kemampuan finansial pedagang, dan kemampuan datadadang. Selain itu
harus ada perubahan sistem mengenai cara pengunmyangnsaat ini caranya
masih sangat sederhana yaitu dengan mengadakannpemgn lelang pada hari-
hari tertentu melalui surat kabar agar dapat memjgoeserta lelang yang baru
sehingga dapat mengoptimalkan harga lelang. PetakriDaerah tidak hanya
menyediakan tempat pelelangan ikan saja, teta@ hayus bertanggung jawab
atas sarana dan prasarana dalam TPl dengan uaibggieyang rutin diberikan
oleh para peserta lelang seperti menyediaad storageyang dapat digunakan
secara gratis bagi nelayan dan seluruh pesertaglelaTPI tanpa ada keharusan
lagi untuk membayar biaya sewa. Sehingga ikan-jkarg belum di bayar harga
lelang-nya dapat disimpan agar tidak membusuk.irséla pihak TPI sebaiknya
meningkatkan kerja sama dengan KUD untuk menghaptasi menekan

Kekurangan Pembayaran Lelang lkan.
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Dalam lelang ikan ini tidak mengenal adanya peramtuilai limit,
dikarenakan standar harga pokok telah ditentuka@h oDinas Perikanan
berdasarkan berat dan jenis ikan yang telah digmgkeh nelayan. Padahal nilai
limit ini perlu ditentukan agar menjadi acuan dalamanentukan besarnya uang
jaminan yang harus diberikan oleh calon pembelreKa dalam lelang ikan tidak
ditentukan mengenai nilai limit maka pemberian ugmginan oleh calon pembeli
barupun tidak tentu jumlahnya, bahkan pada calombeé lama tidak ada
pembayaran uang jaminan.

Ketentuan mengenai nilai limit kurang mendapatka@rhatian dari
Pemerintah Daerah. Walaupun telah diatur mengemaig ujaminan dalam
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotartiEalNomor 149 Tahun
1994 namun dalam prakteknya uang jaminan ini masiing dikesampingkan.
Selain itu juga tidak diaturnya mengenai adanygapgan apabila pembeli akan
berhutang, hal tersebut akan semakin menyulitkah dd&h PUSKUD untuk
membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum, &aremmang pada dasarnya
masalah yang terjadi dalam lelang ikan tidak ddgatanakan.

Perlindungan hukum yang tepat bagi nelayan adatigah melakukan
perubahan atau penambahan terhadap Keputusan Gulkerpala DKI Jakarta
Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyeleaggd?elelangan lkan. Di
dalam Peraturan daerah tersebut belum diatur :

a) Mengenai Ketentuan Nilai Limit

b) Mengenai adanya keharusan bagi seluruh pembelkunamberikan uang
jaminan ketika akan melakukan lelang;

c) Mengenai upaya hukum yang akan ditempuh atau peambsanksi yang
tegas apabila terdapat pembeli yang wanprestasi; da

d) Mengenai perlindungan hukum bagi nelayan dan upagiak meningkatkan
kesejahteraan nelayan, karena tujuan dari lelaran iladalah untuk

meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Fitria Diah Ayu Permatasari, FHUI, 2011



3.1

3.11.

312

61

BAB 3
PENUTUP

Simpulan

Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturaer@ubDKI Jakarta
tentang Pelelangan lkan ini terdapat beberapa ¢adoe dengan
pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Kewanglomor:
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan LelBataksanaan lelang
ikan di TPl Muara Angke dilakukan dengan bebersgdapan, di mana
tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti duioséelang pada
umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang dzerf@hapan awal
lelang ikan adalah dilakukan penimbangan ikan olkhu timbang,
kemudian pendaftaran oleh Petugas TPIl. Ketika ro&mk pendaftaran
tidak semua pembeli membayar uang jaminan penawdi@map setelah
pendaftaran adalah pengumuman yang dilakukan a&igas TPI melalui
mikrofon dan hanya dilakukan dilingkungan TPI, kexe@gembeli yang juga
pedagang ikan di muara angke telah terbiasa metngilalang.
Pengumuman hanya dilakukan sebagai tanda akan anyal lelang.
Mengenai harga ikan ditentukan oleh Dinas Perikanatalui petugas TPI
dan harga ikan setiap harinya berbeda-beda ditentd&ri harga ikan pada
lelang sebelumnya, selain itu harga ikan juga titean dari keadaan atau
banyaknya ikan yang ada.

Menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang |&sf@an lkan,
mengatur bahwa pembayaran lelang ikan harus disakydembeli secara
tunai atau lunas, tetapi dalam prakteknya pembaiigysudah dinyatakan
sebagai pemenang lelang tidak melakukan pembayeaa lelang secara
tunai padahal ikan sudah diserahkan kepada pemieln diserahkan
terlebih dahulu untuk mencegah ikan membusuk dikdd@n nelayan kecil
tidak mampu membayar uang sevadd storageyang berada di TPI.
Perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakidtang ikan di TPI
Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat darunculnya

Kekurangan Pembayaran Lelang lkan di TPl Muara &gndgkenyebabnya
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adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan mdakmg oleh TPI tidak
segera menyelesaikan pembayaran harga lelangj iteiagelah diserahkan
kepada pembeli. Keputusan Gubernur DKI JakartatenPelelangan lkan
mengatur bahwa pembayaran lelang ikan harus difakudeh pembeli
secara tunai atau lunas. Dalam lelang ikan iniktideturnya mengenai
adanya perjanjian apabila pembeli akan berhutaray, tbrsebut akan
semakin menyulitkan TPl dan PUSKUD untuk membaweampsalahan
tersebut ke jalur hukum, karena memang pada dasamgsalah yang
terjadi dalam lelang ikan tidak dapat dipidanaké&ehingga dalam
prakteknya, Kekurangan Pembayaran Lelang lkan hetsdiselesaikan

secara musyawarah mufakat.

Saran

Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan haruanbenemperbaiki
sistem pembayaran lelang dengan tepat waktu yagmgah -cara
menerapkan aturan tegas pada mekanisme pelelaggeartisnemberi bukti
pelunasan bagi yang telah membayar lunas hargaglelan juga secara
kontinyu melakukan pembinaan dan pengawasan tephisalyawan TPI,
pedagang dan nelayan.

Manajemen di TPl secara internal dapat menindakstggetugas yang
ceroboh dengan membiarkan pembeli untuk berhutdag BRemerintah
Daerah dapat membantu nelayan untuk mencari perabali pedagang
yang baik yang akan membantu untuk meningkatkaai nial ikan,
misalnya dengan melihat karakter pedagang, kemampfiaansial
pedagang, dan kemampuan dalam berdagang.

Sebaiknya ada perubahan sistem mengenai cara paengunyang saat ini
caranya masih sangat sederhana yaitu dengan md&agagangumuman
lelang pada hari-hari tertentu melalui surat kahgar dapat menjaring
peserta lelang yang baru sehingga dapat mengogtimakarga lelang.
Pemerintah Daerah tidak hanya menyediakan tempalapgan ikan saja,
tetapi juga harus bertanggung jawab atas sarangm@arana dalam TPI

dengan uang retribusi yang rutin diberikan olehapgagserta lelang seperti

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Fitria Diah Ayu Permatasari, FHUI, 2011



63

menyediakarcold storageyang dapat digunakan secara gratis bagi nelayan
dan seluruh peserta lelang di TPI tanpa ada kehadagi untuk membayar
biaya sewa. Sehingga ikan-ikan yang belum di bhgaga lelang-nya dapat
disimpan agar tidak membusuk.
3.25. Pihak TPI sebaiknya meningkatkan kerja sama denigaiD untuk
menghapus atau menekan Kekurangan Pembayaran Lkétang
3.2.6. Perlindungan hukum yang tepat bagi nelayan adatigah melakukan
perubahan atau penambahan terhadap Keputusan Gub¢epala DKI
Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara efggaraan
Pelelangan lkan. Di dalam Peraturan daerah tergebutn diatur :
a) Mengenai Ketentuan Nilai Limit
b) Mengenai adanya keharusan bagi seluruh pembelik umiemberikan
uang jaminan ketika akan melakukan lelang;
c) Mengenai upaya hukum yang akan ditempuh atau pesnbganksi yang
tegas apabila terdapat pembeli yang wanprestasi; da
d) Mengenai perlindungan hukum bagi nelayan dan upayduk
meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena tujuah lelang ikan
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayakelaarganya.
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Perlindungan hukum...,

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN : 1994 SERI : D NOMOR : 12
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAM KifUsuUs
IBUKDOTA JAKARTA
HOMOR. [49 TAHUN ooy
TENTANG
TATA TALA PENYELENGGARAAN PELELANGAN TKAN
I DATRAH KHUSUS IBUKOTA JARARTA
GUBERENMUR KEPALA DAERAN EETUSUS [BUKOTA JAKARTA,
Menimbang 4. bahwa dalam renzke kelanearin pelaisanaan pelefangan ikan fep-

asarkan  Perajuran Dasrsh K DlAFras .rjkana Rava  [ooians
Petelamzan Tvan (Lembaran Ko apraja Jakarta Rova NMotgor 4 Tasw
[953%1, maka denzan Feputusan Gubernur |:‘..E|'_}-l11 Dagran Khusas
Ihokota Jaksria nomor $29 Talun 1978 tingzal 17 0ktober |978
telah ditetspkan Tats Car Pelulangan Than & wilsveh Daenah
Khusus aiketa Jakaria -

be babews ketentn mesgeon Tea Cars Pelzlanyan Ikan schagaunana
dilerapkan datam Keputssan Gubernu Kepala Daerah iorsebul pady
huzuf 2, di samping materine suda) fdak sesii lapi Jenzan
perkembangzn kehutuban 1ata niaga nemasaran ikan, Jugsa belun:
menjangheu Bystl huran ikan wang masuk k2 Daerzh Khusos Thukoiy

Jakavia
. habiwa sellLb.m:_'_;i:u denjgin bal tersebut pada hurur B sertabgiuk
lebiih meningkatkan kelancaran nvelenggarann pelelznpan ikan,
maka gerle mesetankan  kembali Tz Caes Penyzlenggarauy
Pelelangan Thap f Dasrah Khusus kot Jakara dengan Kepuiusan
Gulerour Kepala Dasrah,

ang-lindang Nemuor 5 Tahun 1874 entang BakGk-pokak Pene-
riccahan di Daszral

Menginest o
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I-d

Undary-Tndang Nomor 8 Tabun L9835 tantang Perikanan

Undangz Unitang Momor F Tahon 1990 eniang Susunan Pemerin-
tahan Da=rah Khusus Ioukora Negara Republit Indonesia Jaknra
Peratwran Pemierintah Momer 2 Tahun 1990 tentanz  Perom
Priasarana Pelabyhan Samudara

Keputusan Menteri Pertanian Nomo 329/ Kpes!OT 21003097 1entang
TFata Hubunpan Kerja Pelahuhan Perikanan dengan instanst tackait

Peratursn Daerah Kotapraja Jzkama Raya tentang Peielanzan Thin
wLembaran Koapraja Jakara Bava Nomor 4 Tehun 125%

Peraturan Daerah Dasesh Khusds [hukate Jakarta Nomor 7 Tahua
1981 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kegja Dinas Peri-
kanan Dizerah Khusus Ihukota Jikarta jo. Peraruran Duerah Nomor
T Tzhun 1986 tentang Pzrubahze Pertama Parsiuran Daeraly Daeraly
Hhusus Thukota Jakana Nomar 7 Taher 1981 -

Perzturan Dasrah Dierah Khusus Thukota Jokarta Nomor 3 Tahun
1953 tenmany Retribust Dasrah Bidang Ekeoomi Daerah Khusus

_Ibukoda Jakarns,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN  GUBERNURE  KEPALA DAERAH  KHUSUS
IBUKOTA  JAKARTA TENTANG TATA CARA  PENYE-
LENGOARAAN PUIELANGAN IKAN DI DAERAMH EHUSUS
TRUROTA TARARTA,

BAB 1
KETENTLAN TUMUAT
Pagal 1

Dalam kepuevsag ini vang dimaksud dengan

a.

Gubermur Kepala Ducrah adakbah Gubernur Kepaly Daceah Khosus
Toukora Jakaria ¢
Dimas Perikanan adelsh Dines Perikaran Daesah Khusus Thukota
Jakamse ,
Hepala Dinas adelah Kepal: Dimas Pepikgnan Dasrah Khusus
Ihukota Jakama ;

Lkan adslah seinua jenis tkar \ermasuk hiota perairan Jainnya, haik

vang beraszl dari ls moupun peraizan awar. tambak dan usaha

pemelibaraan atao pembudidayaan, baik vang masi) dalam keadaan
hidup, segar maupun yang sudah diolzh |

Tempst Pelelzngan Ikan adatah remeat vano disediakan oieh Peme-
Tinfab untuk penvelenggarann poiclangan ikan ©

Pelelangan ikan adalab sistem traasaksi jual beli ikan mefaiu
penawaran meningkat olch para penjuzl den pembeli  yang
menghasilkan penjoalan okan kepada orang  vamg mengajukan
penzwaran harga tertingel |

Pengikut lelanz acalah penjual ikan dan calgn pembeli ikan yvang
metakikan jual beli kan secara lelang i Tempat Palelapgran Txan
dar telah terdafiar sehagui penaikut leleng |

Pengelola tempat pelelangan than sdalzh mstansi atau badan yvano
melakzanakan pengelolaan Tempat Pelelangan Than

Kunalp Pelelangsn adalah petugas Dinas Perikandn yang diunjuk
pleh Kepala Dinas untuk memimpin panyelenpraraan pelelangan
thin ;

Petggas germaga adalab peragas Dinas Pertkanan venaditunjuk oleh
Kepala Dinas untek mengair kapal ikan uniuk merapat di dermaga
sesunl dengan unetan kedatangannya ;

Pengzawes bongkar ikan adalah potuzas Dires Perikanan yang
unjub oleh Kepala Dines untuk mengawesi fumiali dan jenis ikan
yang dibongkar dart kapal

Sere timbang adalsh pergas Dhings Perikanan yang ditunuor oleéh
Fepala Dinas untuk melakukan penimthangan fkan sspelum masuk
ke Tempat Pelelangan Than untuk dilefang §

Petugas pembinaan mutn adslak petugzas Dinas Perikanan yang
dimrduk oleh Kepalz Dinas untuk membina dan mengawasi mury
than baik vang beradar, masuk ataupun ke lear wilayah Dazrah
Fhusus Thukot Jakarm ©

Juru tefang sdalah petogas Dinas Perikanan yenz ditanjuk oleh
Kepela Dinas untuk menyelengezrakan pelsiangan ikan sesuat
demgan ata cara yang ditstapkan

Kasir pelelanegen adzlah petozas Dinss Perikanan vang ditinjik ofb
Kepala [inas ontuk menerima dan membayarkan wang harga ikan
hasid Telang :

Jurw Dake adalal pelugas Dinss Perikapan pang dituiquk of2d
Fupala: Dines untk menvelensparakan admingstrasi painbukian
wedutany jual bel ikan o Tempa Pelzlangan Tkan

Fuluges Keanianan dan Keweriben yang selanmjuenya disinghkal
Petusas Kamtib adzleh petuzas vang diuejuk oleh Kepala Dings
vtk melaksanakan penganiznan dan penertiban Bogkungan empal
Pejeiangan Tkar,
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BAaBR I
PELELANGAN IKAN
Pasa] 2

Pelatangan than d: Dacrah Khusus Thukota Jakarta harus dilaksanakan
oleh Dines Perikanan,

Pasal 3

(1) Setiap than don hasit ikotnnya baix yang herasal darl produks
nelzyan dan pelana ikan Daersh khusus lhukots Jakars MAuRn
dari lunr daish vang dimasukkan ke Daersh Khusus Tbukota
Jakarta untuk dipssarkan, hores dilzlang di Tempat Pelelangan
Iian yang disstap'can ofeh Cubernur Kepala Dacrah,

{2} Hasil Fucan ikae sebapaimira dimakeud ayat (L) pasal ini adalah
sicip, dclit daa kepala ikan, d

Pasa] 4

Tken dan hasil ikutannya yang menurut pendapat petugas permbinzan
mutlt Sidzk layak untuk dikonsumsi, tidak boleh dimasukkan ke Tempat

Pelelangan Tkan untuk dilelang dan harys segera disingkirkan atay

dirusnankan,

DAB TII
PENGIKUT LELANG
Pasal 3

Pengikur leteng eridini dari

t. pemjual ikan yaie  nelayanipengusaha renangrapzn fkan  dag
produsen/pemilik ikan lainnys -

b, talon pembeli ikan  yain pedazang prosir ikan, penpusshs
pengolehan ikan dan perzuseha pemasaray jkan,

Pasal &

Sctiap penjual ixam & Tempat Pelelangan Tran harus memench

pefsyaratan sebaga: Berikut ¢

ra

crodangan Warge Meosru indonesiz asy perusahzan Berbacan
hukitn Tdonesiz

t

b memiliki lzin Usaha Peiikinan dan amy Surir Penzngkagan oo

€. rerdafar sebapal pengikin |efans

g
iermakal tands peagena] pongike =lase vane dikelusrban ok
Diinzs Perikanan,

Pasal 7

Seriap penjual ikan berkewajiban :
4. moelaparken kedatangan kapalnys kepads Kepala Pelelangan ;

noomembdogkar  dkEn dard kapal dengan disaksikan aleh pengasvas
Dongkar ikan !

dilakikan penimbanga
d. menyerabkan fkan yang akap dilslang kepada jur telany 5

e. mencocokkan kembali hasil lelang tkan kepada jury buky setelah
digdaken pelelangan ;

membayar reicipusifdiays felang fkan sepessr 3% dari bargy jual
vang terjadi pada saat pelelangan,

Pasal B

Setiap calon pemibuail tkan & Temgst Pelelaiean Tan barus aiemenuhi

parsvaralan sehaga barioe:

a4, rerprangan Warga Newaro Iodarssia alau perizafazn  Herbadan
hukdm Indonesis ;

Beoanernponyai e wiahd pesilanan aou rekomendass vang dikeluarkss
olsh Dinas Pecikargn sebagai pedapens prosir, pengussia peam
lenem ikan ataupun sebaal pengusiha Pemasaran jhan :

2. ezrdalar sehagab pengikoet lebane

g pemekal waady panpsral pengihut lelang vang dikelvarkan oish
Thnas Perikanzs

o menverahikan bang Jaminan sebaga
mengikuil pel=langan kepads  leazip

pengikiz fetang sedap shan

pelelanzan semlal rensana

pemizehian padi il pelelingay

Pasc] 9

th Colon pembeli peogikut lctang yvang wlih memenangkan lelani
wajin membayar hacga tkan hasi Blang ditambah ratribosi/biavs
tetang ikan scbesar 2% darl hares fkan hasil felane Lepada Lasic
pelelanpan,
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Pemibell pamerang leb ¥
lehang b maksud pada aya
{1y pasal iui, harus segera mengan2hut ikannys keluar Tempal
Pulolanogn Tikan dan menzemblivan kol stug wadeh ikan Keprada
quru elang,

TN eI SHEAN hatza

ibsy Diayd helang &2

EAD ¥

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR PENYELENGGARA
TEMPAT PELELANGAN IKAN

Fusalt 10
Kepale Pelolanpan miempunyai gas memimpin penyelengearaan
pelclangan ikan.
Unlom melakeanskan niwasnve, Kepalz Pelelangan deibane oleh
pelugas dermaga, pengawas Gonghkar dhan, jure dimbang, jure
fefang, kastr, jure buka dan petupas Kamiib don berianggung
jawak keoada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Pendaraten Lkan.

Iasal 11

P_t-:ugas dermapa mempunyal ugas mengatur kapal Untik merspat
di Jermaga sesuin depgann wruian kedatangannys,

Pengawas bonshar tkan mempunye! tugas mangs
tkzn di tempat pendacatar ikan des ponompatan pean ymd ok
dilelang ke dalam koak amu wadsh yang  diedidkan olen
Pepgelala Tempar Pelelanzan Ekan

namhonokaran

Juru tanbang mempunval uzas melaksanskan perumbangan ikan
vang telah dimasukkan ke datam kotak dan memberi tanda lahel
herat, jeris kan daa pernilikeya pada masing-masing kotah yang
selaniurnya mensmpatkamoya di ruang ang, -

furu ke

it

g mmempinyai tegas melaksanakan pelelangan dka
efah dirempatkan i gedung peleizrgan CEngEl TEngasl
DEGEWATET MEEning el Moupun menurun,

Fosic moémpunyal fugas mensrima teng hargy |
peinbelifpemenang lelang Can menyerhwas
ikzn vang dilelanp kepads penivel ikan deng

retrihusi/biays lelann fkan vaog memadi kewaliban mesieg-maing
pembel dan penjual kan

Jumm puku mzmpunyal quses melaksanpakan peoc
transaksi lelang ian haik pada buku juragan/oenniz
buiku  hakul/pembeli. dengan  menulis
kan, janiis dan banyvaknya ikan, barga lefang don

(7

{8)

(1

(2}

Petugas Famrih manpunyal fuges melaksanskan pengamanan dan
menjaga ketertitan pada saal dilakukan perongkaran fkan der
atas kapal hingga selesai dilakukan peielangs. ican >eTid menjass
keamanan dan ketertiban linghkungan.

Pretugas schagaimana- dimaksud pada ayat (13, (2% (3, (&, {8),
(&}, dan {7) pasal ini dalam melaksanakan lagasnya berfanggung
jawah kepada Kepalz Pelelangan.

HAB VI
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN III{AN

Pasal 12

Pelelangan ikan dizdakan sefiap hari paca jam-jam tertenie yang

diater oleh Kepala Peiclangan sesyai dengan kebutuban.

Pelelangan ikan dapat dimuial apabila memenuhi persyaratan

sehapal berikur !

2. ikan telah terkumpul dalam ruangan lelang lengkap dengzan
catatan berar, jenis dan pemilik tkan

b, dihadiri sekurang-kurangnya 3 orang calan pembeli yang me-
menuhi persvaraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

{3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal

inj terpenulii, juru lelang wajib mengumumkan hahwa lelang akan
dimulai. :

(4) Pelelangan ikan dilakukan sesuai dengan urutan yang ditantuken

eleh Kepala Pelelangan

Pasal 13

(1t Setiap calon pembeli pengikut lelang diberi kesempatan yang sama
P i P

unlik mengajukan pENIwaran,

{7} Pelelangan Tkan dilaksanakan denpan sistem penawaran meningka

uniuk mencapal Narga penawaren [eEnng gl

{31 Penawaran meningkat sehagaimana dimaksud ayat {2) pasal ini

dilakukan sebagel berikut ;

2, Juru [elang mengajukan hardy penawaran pEnama, diikuil
dengan penawaran oleh para zalon pembeli pengikut lelzng
dengan cara mengangkat angan tanda sergju ;

>

Apabila terdapat 1 prang glall tehih pembeli pengikul lelzng
vang  mEngajukan penawaran make jurs lelang  hanus
meningkatkan horga penawarannya secara bertahap, sampal
hznva ada | pembeli yang mengajukan penawaran |
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Seri & D NOomwor @ 12

c. Apabila sudah ada | orang caton pembeli yeng mengzjukan
penewarart pads satu tingkat harga tedtingpr dan selelab
diberikan wakiu vang cukup sehanvak tiga hiungan oleh june
lelang termyata tdak ads fagi calon pembell pengikoe lelans
vang mengajukan penawaran, dan hargs teesebor disergjui oleh
pemilik tkan, meka calon pembelt dimaksud dinvatzkan seba-
gal pemenang lelang.

(47 Apabila pada perawaren harza pertama termyata tidak ada calon
peinbeti pengikur lelang yang .rhenga_iukan penawaran, maka juru
ielang harus mesurunkan large penawirannyd secara bertaliap
sampa! gda penawaran dart Calen pembeli pengikut telang.

i3y Perselisihan tentang  pelelansan jkan harus  diseleszikan dan
dipuiuskan oleh Kepaia Pelelanpan,

{6y Penjuzl ikan dapat membel sendin tkan vang ditelang apabila
harga felang dinifai terizlu rendah.

Pasal 14

{1} -Apabila pelelanzan tkap welih ditaksanakan, maka terhadap

a. penjual jkap dibenkan moda bukno yase  berisi catatan
Basyaknyd ikan yang t2rjual dan jwlgh barga Jelangnys ;

b pembeli/pamenang lelang diberikan tanda bukii yang beris
catalan tentang juirlal bargs skan vang Darus dibayar dar
hasil pelelanzan ken yang diflzkukanmya.

2y Penjoal ikan menerima uang waml penjualan lelang ikannya
dikierangt dencan retribesifbizya lelang ikin, seielah menyscalikan
tanda bukil sebagzeimana dimabsud pada ayal (1) hurof a pasal ini

i2)  Pembeli‘pemenang l2lang wajib membayar harga fkan hasil lelzng
ditambal denpan retribosihiaya Telang i%an secary tudai kepads
Hasir pelelangan din kepadanya diberikan oy bukd pembayacan
hargz lkar,

i Pembelifpemena leidng vang telzh menerima tanda  buko

pembavaran wailk meneambil ey hasil lelang pads jure lelang,

BabB ¥H
RETRIBUSUBIAYA LELANG

Pasul 15
Hasil pemerimaan rewibusiTaave In:-'g;lng ikan merupakan r:-;-,-.uri|-r|ua||
Daeral dam haras diseror sepepuhinya ke Kas [Doevall, sesui depoan

i i i
kotentuan vane borlaku

LI “Tabun 1994 Mo, 12 -0 Seri ¢ D MNomor : 12
DAL Vi
LARANGAN
Fagal 10
ey Fepgikut Igiang dilarasg

8. menzesnepl sty menghatang-halangi jatannva peledangan tkan ;

n. menoambii sebagizn atae selarehnve tian vang sedah dimmdsilien
ke Tempat Pelelausan Tkan untuk dilelang di tempas lain ranps izin
dari Kepalz Peletangan

Pasul 17

Pelanpgaran atas kewajiban dan fasangas shagaimn Jundksud dalam
i.

hepuiusan int,

dikenakan sanksi berup percabulan izin sebagal pe-ptiut

telang. setelal terlebin dabuly diberican peringatan tiga kali berturoi-

Tl

EAR X
KETENTUAN TENUTUE
Pasul 1%

yang belim diatur dalan keputusan ind, akan digstaphan

beelakunya kepuivsan e maka Keputusan Guberstr

Kenala Dazrah Khusus Ibuketz Takamd Momor 629 Tahun 1578

Tata Cars Pelslangan Tkap &b wilavah Dacral Rhusus

Frukot Jakaria, dinyatzkan tidak beriabu lani

Hepasan e mulz herlaku pa

Libizetaplean,

Biterspkan 4 Cark

padd tanmoal 3 dunvan 1994

GURRRNUR REPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JARKARTA,

SURTALG SOEDRIRGIA

T i
i1 Hal-lal
kemudian
(3% Dengen
faniang
(3
AEERETARS WiILAVARGIAERAN
IMUROTA TARANRTA
e b,

EEPALA HIRO ITERNL

Todl, Baladil Sl
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